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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kebumen dapat
disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan tahunan perangkat
daerah vang menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan kebijakan,
kebutuhan masyarakat, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dalam rangka menajamkan target
kinerja dan menyesuaikan prioritas pembangunan daerah, sebagai tindak
lanjut dari perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)] Kabupaten
Kebumen Tahun 2025. Dokumen ini memuat penyesuaian arah kebijakan,
prioritas pembangunan, program, kegiatan, serta indikator kinerja, guna
mendukung terwujudnya stabilitas politik dan kondusivitas wilayah sebagai
prasyarat pembangunan yang berkelanjutan.

Penyvusunan Perubahan Rencana Kerja ini juga melibatkan masukan dari
berbagai pemangku kepentingan melalui proses partisipatif, transparan, dan
akuntabel. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi
kepada semua pihak vang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen
ini, baik dari unsur perangkat daerah, legislatif, organisasi kemasyarakatan,
maupun masyarakat sipil.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, serta
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mendukung kehidupan

berbangsa dan bernegara yang harmonis, demokratis, dan berkeadaban.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kebumen, 26 Juni 2025
f‘KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
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BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Nomor 1

Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Pembentukan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor

130 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik. Berdasarkan regulasi tersebut diatas, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi :

1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta

pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di
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wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen memiliki keterkaitan
yang sangat erat dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Rencana Kerja perangkat daerah ini disusun sebagai penjabaran
dari Rencana Strategis (Renstra) yang kemudian menjadi bahan
masukan utama dalam penyusunan RKPD.

Dengan demikian, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang
tercantum dalam Rencana Kerja harus selaras dengan prioritas
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Hubungan ini
menunjukkan adanya kesinambungan antara perencanaan sektoral di
masing-masing perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan
daerah secara makro.

RKPD pada hakikatnya merupakan kompilasi dari Renja seluruh
perangkat daerah yang disinergikan dengan kebijakan pembangunan
nasional maupun daerah, sehingga hasilnya mencerminkan kebutuhan
pembangunan yang terintegrasi. Oleh karena itu, kualitas penyusunan
Renja perangkat daerah akan sangat menentukan konsistensi,
keterpaduan, dan ketercapaian sasaran pembangunan yang dirumuskan
dalam RKPD.

Proses penyusunan Rencana Kerja juga tidak terlepas dari
penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Forum Perangkat Daerah
serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
tahun sebelumnya.

Renja perangkat daerah juga memiliki hubungan dengan dokumen
perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
provinsi. Renja perangkat daerah harus selaras dengan Renja
Kementerian/Lembaga (K/L) serta Renja Pemerintah Provinsi agar
tercapai sinergi pembangunan antar level pemerintahan. Hal ini penting
mengingat pembangunan daerah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan
merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus terintegrasi.

Sinkronisasi tersebut dilakukan melalui forum koordinasi dan konsultasi



antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, sehingga prioritas
pembangunan yang ditetapkan pada setiap level dapat saling
mendukung. Dengan demikian, program dan kegiatan yang ada dalam
Renja perangkat daerah tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi
juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan regional maupun
nasional.

Lebih lanjut, Renja perangkat daerah memiliki keterkaitan erat
dengan proses penganggaran daerah, khususnya dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja
menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang pada akhirnya
dituangkan ke dalam RAPBD.

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah proses
penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tahunan yang sebelumnya
telah ditetapkan. Perubahan ini dilakukan ketika terjadi dinamika dalam
pelaksanaan pembangunan, baik karena adanya kebijakan baru dari
pemerintah pusat maupun daerah, perubahan kondisi sosial, politik, dan
ekonomi, maupun karena faktor internal perangkat daerah yang
menuntut adanya pergeseran arah kebijakan. Pada prinsipnya, Renja
yang telah disusun pada awal tahun anggaran bersifat dinamis sehingga
memungkinkan untuk dilakukan revisi agar tetap relevan dengan
kebutuhan pembangunan yang berkembang.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun melalui perencanaan yang
melibatkan seluruh bidang yang ada. Masing-masing bidang wajib
menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri
sehingga kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan sasaran
prioritas yang sudah ditetapkan bersama.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pemegang
kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program kegiatan
prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten

Kebumen dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

LANDASAN HUKUM
Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun

2025 antara lain :



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor

188);



10.

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kebumen Nomor 170);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-
2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 219);

MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kebumen Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman untuk

melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan

dilaksanakan pada Tahun 2025. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025

adalah sebagai berikut :

1.

Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;



2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari
permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah
antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun
mendatang;

3. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi
pelaksanaan program dalam rangka mendukung Program
Pemerintah Daerah;

4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada
secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras
dengan program prioritas tahunan daerah;

6. Menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kebumen dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Tahun 2025.

D. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat
Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,
dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja
Provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan

penyusunan RAPBD.

B. LANDASAN HUKUM
Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat
Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat

Daerah.



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

SISTEMATIKA PENULISAN
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II.HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

A.EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT
DAERAH.

1.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (Tahun 2023).

Perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024), mengacu
pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah

disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

tahun-tahun sebelumnya.

B.ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat

Daerah berdasarkan :

1.

Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM
dan/atau;

Indikator Kinerja Kunci (diambil dari IKU Daerah dan IKU
OPD);

Capaian Kinerja Urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah
(Opsional bagi Perangkat Daerah yang memiliki kinerja

urusan dengan mengambil data pada Narasi RKPD 2025).

C.ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH



Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah
dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat

Daerah.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala
daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional,
seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development
Goals).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Perangkat Daerah.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

D.REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT
DAERAH

Berisikan uraian mengenai :

1. Perbandingan antara rancangan awal Renja dengan hasil

analisis kebutuhan (penetapan RKPD).
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan
catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal

RKPD.

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

Penjelasan tentang hasil kajian program/kegiatan yang
diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan kabupaten,
LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari
kecamatan, kelurahan dan desa serta pokok-pokok pikiran

DPRD;



Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah;

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN
PROVINSI

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kebumen.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD

Kabupaten Kebumen.
C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan diantaranya pencapaian visi dan misi garis besar
mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan
jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu

indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V.

Memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja

dan pendanaan
PENUTUP

Berisikan uraian penutup di antaranya catatan penting yang
perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan
kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.



BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DAN
CAPAIAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025
disusun Dberdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan
pembangunan saat itu sekaligus berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Tahun
2025 pagu anggaran perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen sebesar Rp 10.998.107.310,00. Anggaran tersebut
dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 6 program, 11 kegiatan
dan 32 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan

Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya

Politik.
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian program, kegiatan dan
sub kegiatan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai

berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
sampai dengan triwulan II dengan target 60,46% dan terealisasi
43,62% sehingga capaiannya sebesar 72,15%. Penyebab belum

tercapaianya target disebabkan antara lain :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah.
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Kegiatan Forum OPD dan Forum Renstra yang direncanakan
dilaksanakan terpisah, namun sesuai ketentuan untuk

dilaksanakan bersamaan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Rapel tunjangan fungsional yang belum terbayarkan karena

adanya kekurangan anggaran pada rekening pajak.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Adanya efisiensi anggaran pada proses pengadaan barang/jasa.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah.
Beberapa jenis barang yang akan dibeli sudah tidak diproduksi,
sehingga mengajukan perubahan barang yang akan dibeli melalui

mekanisme perubahan anggaran.
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
sampai dengan triwulan II dengan target 47,47% dan terealisasi
17,63% sehingga capaiannya sebesar 37,14%. Penyebab belum

tercapaianya target disebabkan antara lain :

a. Proses pengadaan perlengkapan paskibra melalui e katalog belum

selesai.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik sampai dengan triwulan Il dengan target 100% dan terealisasi

99,39% sehingga capaiannya sebesar 99,39%.

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan.
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan sampai dengan triwulan II dengan target 93,15%

dan terealisasi 83,47% sehingga capaiannya sebesar 89,61%.
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5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial

dan Budaya.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya samapai dengan triwulan II dengan target 80,05% dan

terealisasi 74,73% sehingga capaiannya sebesar 93,35%.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan
Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial sampai dengan
triwulan II dengan target 64,29% dan terealisasi 30% sehingga
capaiannya sebesar 46,66%. Penyebab belum tercapaianya target

disebabkan antara lain :

a. Kegiatan Forkompimda mengajar belum dilaksanakan karena

sedang masa libur sekolah.

b. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat
Kecamatan belum berjalan karena masih menunggu Surat

Keputusan Bupati.

Capaian hasil evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Tahun 2023 dan realisasi Rencana Strategis Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021- 2026 lebih detail disajikan

dalam tabel sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kineria Program, Kegiatan dan Sub Prosram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja g Kegiatan Tahun Lalu (2023) g ’ Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang . . Hasil Kegiatan -
- Kinerja Program Capaian berjalan
Kode Urusan Pemerintahan (outcomes)/ Kegiatan Program Program dan Sub Tingkat
Daerah Dan dan S Kegiatan L .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . - Realisasi | Capaian
Program /Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD - S
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan h h Realisasi Tahun h
s/d tahun Tahun Tahun (%) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022 0
(%)
_ 10 = 11=(10/
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Program Penunjang | Cakupan pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100
Urusan penunjang urusan
oL | o1 Pemerintahan pemerintahan daerah
Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan Tersedianya dokumen 35 7 7 7 100 7 21 60
Perencanaan,Pengan | perencanaan dan
sor | o1 | o1 ggaran dan Evaluasi | evaluasi pelaksanaan
Kinerja Perangkat pembangunan
Daerah perangkat daerah
Sub Kegiatan Jumlah dokumen 25 5 5 5 100 S 15 60
Penyusunan perencanaan perangkat
sor | o | o | P | Dokumen daerah yang tersusun
Perencanaan
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Jumlah dokumen 10 2 2 2 100 2 6 60
so1 | or | o | P | Evaluasi Kinerja perencanaan dan
Perangkat Daerah evaluasi kinerja
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . o
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
perangkat daerah yang
tersusun
Kegiatan Jumlah bulan 12 12 12 12 100 12 12 100
U R Administrasi administrasi keuangan
' Keuangan Perangkat | perangkat daerah
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah ASN yang 23 23 23 23 100 23 23 100
sor | o1 | 02 | % | Penyediaan Gaji dan | mendapatkan gaji dan
Tunjangan ASN tunjangan
Sub Kegiatan Jumlah dokumen 20 4 4 4 100 4 12 60
Pelaksanaan penatausahaan dan
sor | o1 | 02 | 9| Penatausahaan dan pengujian /verifikasi
Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD yang
Keuangan SKPD tersusun
Kegiatan Jumlah bulan 12 12 12 12 100 12 12 100
U R Administrasi Umum | penyediaan
' ' Perangkat Daerah Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Jumlah unit komponen 20 4 4 4 100 4 12 60
Penyediaan instalasi
sor | o1 | o | ¢ | Komponen Instalasi | listrik/penerangan
Listrik /Penerangan bangunan kantor
Bangunan Kantor
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . ..
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Sub Kegiatan Jumlah bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
so1 | o | o6 | 9| Penyediaan Bahan penyediaan bahan
Logistik Kantor logisik kantor
Sub Kegiatan Jumlah bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
eo1 | o1 | o | 0o | Penyediaan Barang penyediaan barang
' ' ° | Cetakan dan cetakan dan
Penggandaan penggandaan
Sub Kegiatan Jumlah dokumen bahan 10 2 2 2 100 2 6 60
Penyediaan Bahan bacaan Peraturan
so1 | o1 | o | 00 | Bacaan dan Perundang-Undangan
' ' ° | Peraturan
Perundang-
undangan
Sub Kegiatan Jumlah bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
sor | o1 | o | 9| Penyediaan penyediaan
Bahan /Material bahan/material
Sub Kegiatan Jumlah rapat 1.115 147 83 83 100 60 290 26
ool o w |00 Penyelenggaraan koordinasi dan
' ' ° | Rapat Koordinasi konsultasi SKPD yang
dan Konsultasi SKPD | diselenggarakan
Sub Kegiatan Jumlah bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
a0l o w | o Penataan Arsip pelaksanaan
' ’ ° | Dinamis pada SKPD pengelolaan arsip
dinamis
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . ..
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Kegiatan Penyediaan | Jumlah bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
Jasa Penunjang Penyediaan Jasa
8.01 | .01 | 08 Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah
o | Sub Kegiatan Jumlah bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
801 | 01 | 08 |0 Penyediaan Jasa penyediaan jasa surat-
Surat Menyurat menyurat
Sub Kegiatan Jumlah bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
601 | o1 | os | o | Penyediaan Jasa penyediaan jasa
' ' 2 | Komunikasi, Sumber | komunikasi, sumber
Daya Air dan Listrik daya air dan listrik
Sub Kegiatan Jumlah bulan 60 12 12 12 100 12 36 60
601 | o1 | os | o | Penyediaan Jasa penyediaan jasa
' ' 4 | Pelayanan Umum pelayanan umum
Kantor kantor
Kegiatan Jumlah unit 231 25 54 54 100 43 122 53
Pemeliharaan Pemeliharaan Barang
Barang Milik Milik Daerah Penunjang
8.01 | .01 | 09 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Urusan Daerah
Pemerintahan
Daerah
o | Sub Kegiatan Jumlah unit kendaraan 35 7 7 7 100 7 21 60
8.01 .01 09 0 . . .
2 | Penyediaan Jasa dinas operasional atau
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . ..
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Pemeliharaan, Biaya | lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak terpelihara
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
Sub Kegiatan Jumlah unit peralatan 91 7 21 21 100 18 46 51
601 | o1 | oo | O | Pemeliharaan atau mesin lainnya yang
' ' 6 | Peralatan dan Mesin | terpelihara
Lainnya
Sub Kegiatan Jumlah unit gedung 5 1 1 1 100 1 3 60
o | Pemeliharaan/Rehabi | kantor dan bangunan
8OL | 01 | 09 0 litasi Gedung Kantor | lainnya yang terpelihara
dan Bangunan
Lainnya
PROGRAM Rasio Elemen 133,79 242,14 41,64 75,38 181,03 55,93 373,45 279,13
PENGUATAN Masyarakat yang
so1 | oo IDEOLOGI Mendapatkan
' ' PANCASILA DAN Penguatan Ideologi
KARAKTER Pancasila dan Karakter
KEBANGSAAN Kebangsaan
Kegiatan Perumusan | Jumlah Kegiatan 110 23 23 23 100 23 69 62,73
so1 | 02 | o Kebijakan Teknis Perumusan Kebijakan
' ' dan pemantapan Teknis Dan Pemantapan
pelaksanaan Bidang | Pelaksanaan Bidang
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . ..
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
ideologi Pancasila Ideologi Pancasila Dan
dan Karakter Karakter Kebangsaan
Kebangsaan
Sub Kegiatan Jumlah kegiatan 110 23 23 23 100 23 69 62,73
Perumusan Kebijakan | rangkaian peringatan
Teknis di Bidang HUT RI dan Peringatan
Ideologi Wawasan Hari Jadi Kabupaten
so1 | o2 | o1 | o | Kebangsaan, Bela Kebumen Tahun 2022
' ' 2 | Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
PROGRAM Capaian Partisipasi 69,38 71,94 67,59 71,94 106,43 69,38 75,85 109,33
PENINGKATAN PERAN | Masyarakat/Penduduk
gﬁTQ;Ml;%Ig:IK dalam Proses Pemilihan
PENDIDIKAN Umum
8.01 | .03 MELALUI
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
so1 | 03 | o1 Kegiatan Perumusan | Jumlah Kegiatan 20 4 4 4 100 4 12 60
' ' Kebijakan Teknis Pendidikan Politik,Etika
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . ..
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Dan Pemantapan Budaya Politik,
Pelaksanaan Bidang | Peningkatan Demokrasi,
Pendidikan Politik, Fasilitasi Kelembagaan
Etika Budaya Pemerintahan,
Politik, Peningkatan | Perwakilan dan Partai
Demokrasi, Politik, Pemilihan
Fasilitasi Umum/Pemilihan
Kelembagaan Umum Kepala Daerah,
Pemerintahan, serta Pemantauan
Perwakilan dan Situasi Politik
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik
Sub Kegiatan Jumlah Pelaksanaan 20 4 4 4 100 4 12 60
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan
Kebijakan di Bidang Politik,Etika Budaya
so1 | 03 | o 8 Pendidikan Politik, Politik, Peningkatan
' ' 3 | Etika Budaya Politik, | Demokrasi, Fasilitasi
Peningkatan Kelembagaan
Demokrasi, Fasilitasi | Pemerintahan,
Kelembagaan Perwakilan dan Partai
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . ..
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Pemerintahan, Politik, Pemilihan
Perwakilan dan Partai | Umum/Pemilihan
Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah,
Umum/Pemilihan serta Pemantauan
Umum Kepala Situasi Politik
Daerah, Serta
Pemantauan Situasi
Politik Di Daerah
PROGRAM Cakupan Program 100 100 100 100 100 100 100 100
PEMBERDAYAAN DAN Pemberdayaan dan
801 1 04 giléi‘;\v‘lvs‘:\ss‘:lv Pengawasan Organisasi
KEMASYARAKATAN Kemasyarakatan
Kegiatan Perumusan | Jumlah Kegiatan 10 2 2 2 100 2 6 60
Kebijakan Teknis Perumusan Kebijakan
dan Pemantapan Teknis Dan Pemantapan
so1 | oa | o1 Pelaksanaan Bidang | Pelaksanaan Bidang
' ' Pemberdayaan dan Pemberdayaan Dan
Pengawasan Pengawasan Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
Sub Kegiatan Jumlah pengurus 750 150 150 150 100 150 450 60
o | Pelaksanaan orkesmas baru di
801 |04 | 01 ) 0 Kebijakan dibidang Kabupaten Kebumen
Pendaftaran Ormas, yang mengikuti
Pemberdayaan pembinaan
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . ..
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
Sub Kegiatan Jumlah data base 5 1 1 1 100 1 3 60
Pelaksanaan ormas/LSM dan Parpol
Koordinasi Dibidang yang tersusun
Pendaftaran Ormas,
601 | os | o1 | O | Pemberdayaan
4 | Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
PROGRAM Rasio Elemen 129,15 268,06 54,64 224,37 410,63 75 567,43 439,36
PEMBINAAN DAN Masyarakat yang
so1 | os PENGEMBANGAN Mendapatkan
' ' KETAHANAN Pembinaan Wawasan
EKONOMI, SOSIAL, Kebangsaan
DAN BUDAYA
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . ..
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022 o
(%)
_ 10 = 11=(10/
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Kegiatan Perumusan | Jumlah Lokasi Kegiatan 25 5 5 S 100 S 15 60
Kebijakan Teknis Perumusan Kebijakan
Dan Pemantapan Teknis Dan Pemantapan
go1 | .05 | o1 Pelaksanaan Bidang | Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ketahanan Ekonomi,
Ekonomi, Sosial Dan | Sosial Dan Budaya
Budaya
Sub Kegiatan Jumlah lokasi sasaran 15 3 3 3 100 3 9 60
Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Kebijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, | Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Sosial, Budaya dan
o | Fasilitasi Pencegahan | Fasilitasi Pencegahan
801 | 05 | o1 ) 0 Penyalagunaan Penyalahgunaan
Narkotika, Fasilitasi Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Kerukunan Umat
Beragama dan Beragama dan Penghayat
Penghayat Kepercayaan di Daerah.
Kepercayaan di
Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Lokasi sasaran 10 2 2 2 100 2 6 60
o | Pelaksanaan Sosialisasi Pelaksanaan
801105 | 01 ) 0 Koordinasi di Bidang | narkoba dan pemilihan
Ketahanan Ekonomi, duta anti narkoba
Sosial, Budaya dan
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . ..
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
PROGRAM Persentase Penanganan 78,57 100 64,29 100 155,55 71,43 100 127,28
PENINGKATAN Konflik Berlatar
KEWASPADAAN Belakang SARA,
NASIONAL DAN Ideologi, Politik, Radikal
8.01 | .06 PENINGKATAN dan Sumber Daya
KUALITAS DAN Ekonomi
FASILITASI
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Kegiatan Perumusan | Jumlah Dokumen 25 5 5 5 100 S 15 60
Kebijakan Teknis kegiatan Perumusan
dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan
so1 | o6 | o1 Pemantapan Pelaksanaan
' ' Kewaspadaan Pemantapan
Nasional dan Kewaspadaan Nasional
Penanganan Konflik | dan Penanganan Konflik
Sosial Sosial
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . ..
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Penyusunan Program | Jumlah Dokumen 16 NA 4 4 100 4 8 50
Kerjadi Bidang ProgramKerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, | Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing, Tenaga Kerja
so1 | o6 | 20 Asing dan Lembaga Asing dan Lembaga
' 1 | 1| Asing, Kewaspadaan | Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang | Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik Penanganan Konflik di
di Daerah Daerah yang Disusun
Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan di 147 NA 5 5 100 S 10 6,80
Perumusan Kebijakan | Bidang Kewaspadaan
di Bidang Dini,Kerja Sama
Kewaspadaan Dini, Intelijen, Pemantauan
so1 | os | 20 | o | Kerja Sama Intelijen, | Orang Asing,Tenaga
' 1| 2 | Pemantauan Orang Kerja Asing dan
Asing,Tenaga Kerja Lembaga Asing,
Asing dan Lembaga Kewaspadaan
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
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L Perkiraan Realisasi
Realisasi T P .
arget dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
K Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
ode Daerah Dan (outcomes)/ Kegiatan Program dan Keoiatan Tingkat
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . &l Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . ..
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 ° 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kelembagaan Bidang | Kewaspadaan, serta
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Penanganan Konflik Daerah yang Disusun
di Daerah
Sub Kegiatan Jumlah Orang yang 157 1 130 130 100 130 261 166,24
Pelaksanaan Mengikuti pelaksanaan
Kebijakan di Bidang Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen, Kerja Sama
Pemantauan Orang Intelijen, Pemantauan
Asing, Tenaga Kerja Orang Asing, Tenaga
0 | Asing dan Lembaga Kerja Asing dan
8.01 .06 01 0 . .
3 | Asing, Kewaspadaan Lembaga Asing,
Perbatasan Antar Kewaspadaan
Negara, Fasilitasi Perbatasan antar
Kelembagaan Bidang | Negara, Fasilitasi
Kewaspadaan, serta Kelembagaan Bidang
Penanganan Konflik Kewaspadaan, serta
di Daerah Penanganan
Konflik di Daerah
aksanaan Jumlah Orang yang 123 2 130 130 100 130 262 213
801 | 06 2i0 g Koordinasi d1B1c‘1apg Mengikuti Koordinasi
Kewaspadaan Dini, di Bidang
Kerja Sama
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan .
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
p . (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
rogram/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . o
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 ° 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Intelijen, Kewaspadaan Dini,
Pemantauan Orang Kerja Sama Intelijen,
Asing, Tenaga Kerja Pemantauan Orang
Asing dan Lembaga Asing,Tenaga Kerja
Asing, Asing dan Lembaga
Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Kelembagaan Bidang
Bidang Kewaspadaan, serta
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Penanganan Konflik Daerah
di Daerah
lli/flalisapaan Jumlah Laporan Hasil
onitoring, Monitoring, Evaluasi
: ’ 4 1 1 100 1 3 60
Evaluasi dan dan Pelaporan di
Pelaporan di Bidang Bidang Kewaspadaan
Kewaspadaan Dini, i :
sor | o6 | 20 Kerja Sama D1n1,. .Kerja Sama
1 - Intelijen, Pemantauan
Intelijen, Orang Asing, Tenaga
Pemantauan Orang Kerja Asing dan
Asing, Tenaga Kerja Lembaga Asing,
Asing dan Lembaga Kewaspadaan
Asing,
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Perkiraan Realisasi

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Target . Target
Kiner Program, Kegiatan dan Sub Proeram Renstra Perangkat
. Indikator Target Kinerja crja Kegiatan Tahun Lalu (2023) osram, Daerah s/d tahun
Urusan/Bidang Kiners . Hasil Kegiatan -
- inerja Program Capaian berjalan
Urusan Pemerintahan . Program dan Sub -
Kode (outcomes)/ Kegiatan Program . Tingkat
Daerah Dan dan . Kegiatan . .
. (output) dan Sub (Renstra Target | Realisasi . . Realisasi | Capaian
Program/Kegiatan . Keluaran . . Tingkat | (Renja PD . ..
Kegiatan Tahun 2026) . Renja Renja S Renja s.d | Realisasi
Kegiatan Realisasi Tahun
s/d tahun Tahun Tahun %) 2024) Tahun Target
2023 2023 2024 Renstra
2022
(%)
_ 10 = 11=(10/
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 (5+7+9) 4)
Kewaspadaan Perbatasan antar
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kelembagaan Kewaspadaan, serta
Bidang Penanganan Konflik di
Kewaspadaan, serta Daerah
Penanganan Konflik
di Daerah
Pelaksanaan Forum 16 NA 5 5 100 5 10 62,50
Koordinasi Jumlah Dokumen
Pimpinan Daerah Hasil Pelaksa}'laap
Kabupaten/Kota Fomm Koordinasi
Pimpinan Daerah
Kabupaten /Kota
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B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK KABUPATEN KEBUMEN.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan peraturan
tersebut, Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam
melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah

Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen tidak
mempunyai Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional, hanya
menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah sebagai
indikator kinerja dalam pencapaian kinerja pelayanan.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen pada RENSTRA 2021-2026 yaitu : “Terwujudnya
Kewaspadaan Dini Daerah.”
Program yang mendukung indikator Terwujudnya Kewaspadaan
Dini Daerah yaitu:
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
Untuk mencapai program tersebut didukung dengan Kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Adapun Sub Kegiatan
yang mendukung kegiatan tersebut yaitu Perumusan Kebijakan Teknis
di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
Seleksi dan Pelatihan Paskibra.
Rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.

c. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur budaya
bangsa.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya
Politik.

Untuk mencapai program tersebut didukung dengan Kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
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Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan

Situasi Politik. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan

tersebut yaitu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,

Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi

Politik di Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Pendidikan Politik bagi masyarakat.

b. Pemantauan situasi politik di daerah.

c. Fasilitasi hibah uang untuk parpol.

Program pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan oleh
Bakesbangpol telah dirancang dengan memperhatikan prinsip
kesetaraan gender, terutama dalam mendorong peningkatan
partisipasi perempuan dalam kehidupan demokrasi. Pendekatan ini
bertujuan untuk memperluas wawasan ©politik perempuan,
membangun kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta
memperkuat peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan
publik
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk mencapai program tersebut didukung dengan Kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Adapun
sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain :

1) Sosialisasi Pendayagunaan Potensi Ormas.
2) Fasilitasi Hibah uang untuk Ormas.

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain :

1) Menyusun data base Ormas.

2) Pengawasan terpadu terhadap keberadaan Ormas.
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Dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pengawasan
organisasi kemasyarakatan (ormas), perhatian terhadap isu gender
menjadi salah satu prinsip penting yang diterapkan. Bakesbangpol
secara aktif mendorong keterlibatan ormas yang memiliki kepedulian
terhadap pemberdayaan perempuan dan isu kesetaraan gender, serta
memberikan dukungan terhadap penguatan kapasitas ormas
perempuan di berbagai bidang.

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya.

Untuk mencapai program tersebut didukung dengan Kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Adapun sub kegiatan yang
mendukung kegiatan tersebut yaitu :

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1) Fasilitasi kegiatan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).
2) Fasilitasi pertemuan Ulama-Umaro.

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1) Pemilihan DUPAN (Duta Pelajar Anti Narkoba).
2) Sosialisasi P4AGN (Pencegahan, Pemberatasan, Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba).
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik.

Untuk mencapai program tersebut didukung dengan Kegiatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Adapun Sub
Kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu :

a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di

Daerah.
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Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1) Pencarian data informasi dan isu-isu terkini di wilayah.

2) Monitoring ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di

wilayah.
3) Rapat-rapat koordinasi dengan informan untuk
mengumpulkan data informasi dan isu-isu terkini.

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan

Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja

Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan

Konflik di Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

a. Rapat koordinasi dengan Puskomin (Pusat Komunikasi dan
Informasi).

b. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai unsur intelejen di
Wilayah Kabupaten Kebumen.

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan

Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di

Daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1) Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

2) Rapat Koordinasi pemantauan Warga Negara Asing (WNA) di
Wilayah Kabupaten Kebumen.

Rapat Koordinasi Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,

Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1) Kegiatan penanganan konflik/potensi konflik berlatar belakang

SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi di

daerah.
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2) Kegiatan pemantauan konflik/potensi konflik berlatar belakang
SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi di
daerah.

e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1) Penyusunan Dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan
deteksi dini dan cegah dini serta peta kerawanan konflik.

f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1) Rapat-rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Kebumen.

2) Fasilitasi kegiatan-kegiatan FORKOMPIMDA.

Adapun Realisasi terhadap capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.2
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi
Capaian
IKK | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2023 2024 2025 2026 2023 | 2024 | 2025 2026
(n-2) (n-1) (n) (n+1) (n-2) | (n-1) (n) (n+1)

Proyeksi

Catatan
Analisis

SPM/Standar

No. Indikator Nasional

1 | Persentase
penanganan konflik
berlatar belakang
SARA, Ideologi, - -

Politil, Rackloal dan 64,29 | 71,43 | 7500 | 78,57 | 100 | 100 | 75,00 | 78,57 | @
Sumber Daya
Ekonomi

Sumber : Bakesbangpol Kab. Kebumen 2023

Keterangan :
‘ :  Tercapai (tingkat capaian 80% ke atas)
B :  Akan tercapai (tingkat capaian 60% ke atas sampai
dengan 79,99%
A :  Perlu usaha keras (tingkat capaian di bawah 60%)

Adapun formulasi yang digunakan dalam pengukuran Indikator Kinerja Utama yaitu (Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA,
Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang Ditangani /Jumlah Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik,
Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang terjadi) x 100%

sedangkan tipe pengukurannya : Non Komulatif
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Berdasarkan Tabel 2.2 Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, indikator
Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah, dengan indikator sasaran
Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik,
Radikal dan Sumber Daya Ekonomi pada Tahun 2023 telah tercapai 100%
dari target 64,29 %. Hal ini artinya pada tahun 2023, target penanganan
konflik /potensi konflik sebesar 64,29 % sudah dapat tertangani 100% dari
konfik/potensi konflik yang ada sebanyak 106 kasus.

Hal-hal yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yaitu :

1. Telah terbentuknya FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) sampai
dengan tingkat kecamatan.
Melalui FKDM setiap informasi penting terkait konflik/potensi konflik
yang ada di masyarakat dapat di kumpulkan kemudian di analisis
sehingga dapat diformulasikan bentuk intervensi yang akan dilakukan
untuk mencegah/menangani konflik/potensi konflik yang ada.

2. Sinergitas FORKOMPIMDA yang terjalin dengan baik melalui rapat-rapat
koordinasi dengan berbagai stakeholder di tingkat desa dan kecamatan.

3. Tersususnya dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan deteksi dini
dan cegah dini serta peta kerawanan konflik.
Melalui peta kerawanan konflik maka dapat diketahui karakteristik
konflik, penyebab dan akar persoalan konflik, mengidentifikasi faktor-
faktor yang memicu timbulnya konflik sehingga dapat diketahui langkah-
langkah atau strategi yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut.

4. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan nilai-nilai Pancasila.
Kegiatan fasilitasi dan penguatan pendidikan wawasan kebangsaan bagi
masyarakat khususnya pelajar melalui pembinaan Paskibra, merupakan

upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila.
5. Sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Melalui sosialisasi ini diberikan edukasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya toleransi, kerukunan, dan nilai-nilai kebangsaan yang dapat

mengurangi potensi konflik di masyarakat.

Selain itu, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
penerbitan surat rekomendasi izin penelitian, Badan Kesbangpol Kabupaten

Kebumen menciptakan inovasi layanan online dengan nama SISRITI.
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C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bab II Pasal 3 berbunyi "Badan
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Daerah”. Dalam Pasal 4 berbunyi ”“Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana dan program di bidang kesatuan bangsa dan

politik;

2. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah
Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasilan dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Pelaksanaan koordinasi d bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai ketentuan
Perundang-Undangan;

5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan
intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Udangan;
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6. Pelaksanaan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
7. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan fungsi Bakesbangpol di atas, tingkat kinerja pelayanan
pada Bakesbangpol secara umum menunjukkan adanya kemajuan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik,
dimana sejumlah program telah berjalan sesuai perencanaan. Kinerja
pelayanan terlihat dari meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam
kegiatan pendidikan politik, keberadaan forum-forum seperti FKUB dan
FKDM yang aktif, serta adanya respon cepat terhadap potensi konflik yang
muncul di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pelayanan Bakesbangpol
tidak hanya administratif, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga
stabilitas sosial dan politik di daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol
menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dikelola dengan baik. Tantangan
utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah
maupun kompetensi, sehingga beberapa program belum dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Selain itu, sarana dan prasarana
pendukung, termasuk pemanfaatan teknologi informasi, masih belum
sepenuhnya memadai untuk mempercepat layanan, khususnya dalam hal
basis data organisasi kemasyarakatan, maupun pemantauan potensi konflik.
Tantangan lainnya adalah tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi, baik
dari sisi politik, sosial, maupun budaya, yang berpotensi menimbulkan
gesekan dan konflik sosial. Koordinasi lintas sektor dan keterlibatan tokoh
masyarakat dalam menjaga stabilitas politik serta kerukunan juga masih
memerlukan penguatan agar penanganan isu-isu strategis lebih
komprehensif.

Namun di balik tantangan tersebut, Bakesbangpol memiliki peluang
besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Perkembangan teknologi
digital dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem informasi terintegrasi,
sehingga mempermudah pengelolaan data politik, ormas, maupun pemetaan
potensi konflik di daerah. Dukungan regulasi dan kebijakan nasional
mengenai penguatan pendidikan politik dan kewaspadaan dini menjadi
landasan penting untuk memperluas jangkauan program Bakesbangpol.
Selain itu, kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya
stabilitas dan kerukunan menjadi peluang strategis untuk memperkuat peran

forum-forum kewaspadaan dini, seperti FKUB, FKDM, maupun organisasi
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masyarakat. Tidak kalah penting, adanya peluang kerja sama dengan lembaga

pendidikan, organisasi kemasyarakatan, maupun instansi pemerintah lain

dapat memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan sosial politik di daerah.

Adapun isu strategis atau permasalahan yang dihadapi sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kebumen yaitu :

1.

10.

11.

12.

Menurunnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
dalam berbangsa dan bernegara, yang disebabkan derasnya arus
informasi global yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
Melemahnya jiwa nasionalisme yang mengakibatkan rendahnya
kesadaran terhadap bela negara.

Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang disebabkan oleh
perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak perkembangan
teknologi dan informasi.

Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba dan belum adanya fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba.
Belum makasimalnya edukasi tentang bahaya narkoba terhadap remaja
dan kelompok rentan lainnya.

Kurangnya kesadaran Ormas untuk melaporkan keberadaan serta
kecenderungan belum pahamnya tentang fungsi dan kapasitas Ormas.
Belum optimalnya dalam mengumpulkan informasi yang akurat dan
relevan untuk deteksi dini dan cegah dini adanya potensi ancaman seperti
konflik SARA, radikalisme dan terorisme.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala
Daerah yang rendah.

Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang mampu
melakukan pemantauan secara efektif di berbagai wilayah di Kabupaten
Kebumen.

Meningkatnya potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan
(ATHG) terhadap stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan daerah
seiring dengan meningkatnya dinamika masyarakat dan kemajuan
teknologi.

Masih munculnya konflik sosial yang berbasis SARA di masyarakat, hal
ini menjadi ancaman yang mengganggu stabilitas sosial dan politik.
Belum maksimalnya pemantauan orang asing di Kabupaten Kebumen

sehingga keberadaan orang asing di daerah belum terpantau dengan baik.
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D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH.

Rancangan awal RKPD Kabupaten disusun berpedoman pada
RPJMD Kabupaten, Rancangan Awal RKPD Provinsi, Program Strategis
Nasional dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan Awal RKPD
merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh Perangkat
Daerah dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat
Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan
pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Dengan mempertimbangkan pencapaian IKU (Indikator Kinerja
Utama) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, maka
diperlukan adanya penambahan anggaran pada Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Beberapa
Sub Kegiatan yang perlu dilakukan penambahan anggaran dalam
Rancangan Awal RKPD antara lain :

1. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
Penambahan anggaran pada sub kegiatan ini yaitu untuk kegiatan
sosialisasi Pendidikan politik sampai ditingkat elemen masyarakat
paling bawah.

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
Penambahan anggaran pada sub kegiatan ini yaitu untuk kegiatan
sosialisasi P4AGN dengan sasaran masyarakat umum dan anak sekolah
di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan isu strategis tersebut, Rencana Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2024 diarahkan pada
upaya :

1. Memaksimalkan fungsi koordinasi dari para pengambil kebijakan,

utamanya Bupati, Wakil Bupati dan Anggota FORKOMPIMDA.

2. Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Informasi dan Komunikasi

serta pembentukan FKDM sampai di tingkat Desa dalam rangka

menciptakan kondusivitas daerah.
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10.

11.

12.

13.
14.

Meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan
fasilitasi dan penguatan pendidikan wawasan kebangsaan bagi
masyarakat.

Penguatan jiwa nasionalisme melalui kegiatan fasilitasi pendidikan
bela negara.

Fasilitasi terhadap upaya pengendalian dan pencegahan terhadap
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam rangka
menciptakan stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan daerah.
Fasilitasi penanganan konflik sosial dan pembinaan kerukunan antar
suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya.
Meningkatkan fasilitasi dalam rangka pencegahan bahaya terorisme,
radikalisme dan komunisme yang muncul disemua tingkatan sosial
masyarakat.

Fasilitasi kegiatan P4GN (Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dan Prekursor
lainnya serta diikuti pembentukan Peraturan Daerah.

Melaksanakan fasilitasi dan pendidikan demokrasi di semua tingkatan
masyarakat.

Fasilitasi pendidikan politik bagi perempuan.

Fasilitasi penguatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dalam
rangka penguatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan
berkeadilan serta mengurangi kesenjangan.

Fasilitasi Tim Pengawas Ormas dan fasilitasi pembinaan kepada
Ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Ormas.

Fasilitasi terhadap Tim Pemantauan Orang Asing.

Fasilitasi dan peningkatan bantuan keuangan kepada Parpol.

Review antara Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan

Dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan

ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

Rancangan RKPD 2025 Pagu Perubahan RKPD 2025 Catatan
enting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ Pasu
Program L . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target e
. okasi . . . Lokasi L . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
UNSUR 8.583.017 10.998.107
PEMERINTAHAN
UMUM
KESATUAN BANGSA 8.583.017 10.998.107
DAN POLITIK
I PROGRAM 100% 4.230.032 | PROGRAM 100% 4.125.220
PENUNJANG Cakupan PENUNJANG Cakupan
URUSAN Pelayanan URUSAN Pelayanan
PEMERINTAHAN Penunjang PEMERINTAHAN Penunjang
DAERAH Urusan DAERAH Urusan
KABUPATEN/KOTA Pemerintahan KABUPATEN/KOTA Pemerintahan
Daerah Daerah
1.1 Perencanaan, Jumlah 7 20.734 | Perencanaan, Jumlah 7 18.177
Penganggaran, dan dokumen dokumen Penganggaran, dan dokumen dokumen
Evaluasi Kinerja perencanaan Evaluasi Kinerja perencanaan
Perangkat Daerah dan evaluasi Perangkat Daerah yang
kinerja tersusun
perangkat dan jumlah
daerah yang dokumen
tersusun evaluasi
perangkat
daerah
I.1.1 Penyusunan Bakesbangpol Jumlah dokumen 5 dok 18.048 | Penyusunan Bakesbangpol Jumlah 5 dok 15.760
Dokumen Kabupaten perencanaan Dokumen Kabupaten dokumen
Perencanaan Kebumen perangkat daerah Perencanaan Kebumen perencanaan
PerangkatDaerah PerangkatDaerah perangkat
daerah
1.1.2 Evaluasi Kinerja Bakesbangpol Jumlah Laporan 2 2.686 | Evaluasi Kinerja Bakesbangpol Jumlah Laporan 2 laporan 2.417
Perangkat Kabupaten Evaluasi Kinerja laporan Perangkat Kabupaten Evaluasi Kinerja
Daerah Kebumen Perangkat Daerah Daerah Kebumen Perangkat
Daerah
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Rancangan RKPD 2025

Pagu Perubahan RKPD 2025

Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ Pasu
Program . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target e
. Lokasi . . . Lokasi L . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
1.2 ﬁdministrasi Jumlah Bulan 5 112 3.849.576 ﬁdministrasi Jumlah Bulan 12 bulan 3.777.767
Peuangljn D h Penyediaan uian P euang; n D h Penyediaan
erangkatDaera Administrasi erangkatDaera Administrasi
Keuangan Keuangan
Perangkat Perangkat
Daerah Daerah
I.2.1 Penyedla'lan Gaji Bakesbangpol Jumlah Orang 23 3.835.225 Penyedlfflan Gaji Bakesbangpol Jumlah Orang 23 3.764.719
danTunjangan Kabupaten . orang/b danTunjangan Kabupaten . orang/bula
yangMenerima yangMenerima
ASN Kebumen L ulan ASN Kebumen L n
Gaji dan Gaji dan
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
1.2.2 Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah Dokumen 4 dok 14.351 | Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah 4 dok 13.048
Penatausahaan dan Kabupaten Penatausahaan dan Kabupaten
T o R Penatausahaan . o . Dokumen
Pengujian/Verifikasi Kebumen . Pengujian/Verifikasi Kebumen
K SKPD danPengujian X SKPD Penatausahaan
cuangan /Verifikasi euangan danPengujian
Keuangan SKPD / Verifikasi
Keuangan SKPD
1.3. Administrasi Jum.lah ASN yang 23 0 Administrasi Jumlah ASN 23 orang 0
: Meningkat orang . yang Meningkat
Kepegawaian : Kepegawaian .
Kapasitasnya Kapasitasnya
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.3.1 Pendidikan dan Bakesbangpol Jumlah Pegawai 23 0 | Pendidikan dan Bakesbangpol Jumlah Pegawai 23 orang 0
Pelatihan Pegawai Kabupaten Berdasarkan orang Pelatihan Pegawai Kabupaten Berdasarkan
Berdasarkan Tugas Kebumen Tugas danFungsi Berdasarkan Tugas Kebumen Tugas dan
danFungsi yang Mengikuti danFungsi Fungsi yang
Pendidikan dan Mengikuti
Pelatihan Pendidikan dan
Pelatihan
L4 Administrasi Jumlah Bulan 12 Bulan 85.713 | Administrasi Jumlah Bulan 12 Bulan 58.517
UmumPerangkat Penyediaan Umum Perangkat Penyediaan
Daerah Administrasi Daerah Administrasi Umum
Umum Perangkat Perangkat Daerah

Daerah
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Rancangan RKPD 2025

Pagu Perubahan RKPD 2025

Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ p
Program L . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target agu
. okasi . . . Lokasi L . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
1.4.1 Penyediaan Bakesbangpol Jumlah Paket 1 paket 4.347 | Penyediaan Bakesbangpol Jumlah Paket 1 paket 3.912
KomponenInstalasi Kabupaten Komponen KomponenInstalasi Kabupaten Komponen
Listrik/Penerangan Kebumen Instalasi Listrik/ Listrik/Penerangan Kebumen Instalasi
Bangunan Kantor Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerang
Bangunan Kantor an Bangunan
yangdisediakan Kantor yang
disediakan
1.4.2 Penyediaan Bakesbangpol Jumlah Paket 12 11.362 | Penyediaan Bakesbangpol Jumlah Paket 12 paket 10.225
BahanLogistik Kabupaten Bahan Logistik paket BahanLogistik Kabupaten BahanLogistik
Kantor Kebumen Kantor yang Kantor Kebumen Kantor yang
Disediakan Disediakan
1.4.3 Penyediaan Bakesbangpol Jumlah Paket 12 5.837 | Penyediaan Bakesbangpol Jumlah Paket 12 paket 5.253
Barang Cetakan Kabupaten BarangCetakan paket BarangCetakan Kabupaten BarangCetakan
dan Penggandaan Kebumen dan Penggandaan dan Penggandaan Kebumen dan
yang Disediakan Penggandaan
yang Disediakan
1.4.4 Penyediaan Bahan Bakesbangpol Jumlah Dokumen 2 dok 3.500 | Penyediaan Bahan Bakesbangpol Jumlah 2 dok 3.500
Bacaan dan Kabupaten Bahan Bacaan Bacaan dan Kabupaten Dokumen Bahan
Peraturan Perundang- Kebumen dan Peraturan Peraturan Perundang— Kebumen Bacaan dan
undangan Perundang- undangan Peraturan
Undangan yang Perundang-
Disediakan Undangan yang
Disediakan
1.4.5 Penyediaan Bakesbangpol Jumlah Paket 12 10.781 | Penyediaan Bakesbangpol Jumlah Paket 12 paket 9.702
Bahan/Material Kabupaten Bahan/Material yang paket Bahan/Material Kabupaten Bahan/Material
Kebumen Disediakan Kebumen yang Disediakan
1.4.6 Penyelenggaraan Bakesbangpol Jumlah Laporan 12 47.435 | Penyelenggaraan Bakesbangpol Jumlah Laporan 12 laporan 23.717
Rapat Koordinasi Kabupaten Penyelenggaraan laporan Rapat Koordinasi Kabupaten Penyelenggaraan
danKonsultasi Kebumen RapatKoordinasi danKonsultasi Kebumen RapatKoordinasi
SKPD dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi

SKPD

SKPD
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Rancangan RKPD 2025

Pagu Perubahan RKPD 2025

Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ p
Program L . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target agu
. okasi . . . Lokasi L . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
1.4.7 Penatausahaan Bakesbangpol Jumlah Dokumen 12 dok 2.451 | Penatausahaan Bakesbangpol Jumlah 12 dok 2.205
ArsipDinamis pada Kabupaten Penatausahaan ArsipDinamis pada Kabupaten Dokumen
SKPD Kebumen ArsipDinamis SKPD Kebumen Penatausahaan
pada SKPD ArsipDinamis
pada SKPD
I.5 Pengadaan Barang Jumlah unit 1 unit 15.000 | Pengadaan Barang Jumlah unit 4 unit 14.965
Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan
Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Daerah Pemerintah Daerah Penunjang
Daerah Urusan
Pemerintah
Daera
I.5.1 Pengadaan Bakesbangpol Jumlah Unit 1 Unit 15.000 | Pengadaan Bakesbangpol Jumlah Unit 4 unit 14.965
Peralatandan Mesin Kabupaten Peralatandan Peralatandan Mesin Kabupaten Peralatandan
Lainnya Kebumen Mesin Lainnya Lainnya Kebumen Mesin Lainnya
yang Disediakan yang Disediakan
1.6 Penyediaan Jasa Jumlah bulan 12 122.310 | Penyediaan Jasa Jumlah bulan 12 bulan 119.093
Penunjang Urusan Penyediaan Jasa bulan Penunjang Urusan penyediaanjasa
Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang
Daerah Pemerintahan Daerah urusan
Daerah pemerintahan
daerah
I.6.1 Penyediaan Jasa Bakesbangpol Jumlah Laporan 12 2.500 | Penyediaan Jasa Bakesbangpol Jumlah Laporan 12 laporan 2.500
SuratMenyurat Kabupaten Penyediaan Jasa laporan Surat Menyurat Kabupaten Penyediaan Jasa
Kebumen SuratMenyurat Kebumen Surat Menyurat
1.6.2 Penyediaan Jasa Bakesbangpol Jumlah Laporan 12 57.000 | Penyediaan Jasa Bakesbangpol Jumlah Laporan 12 laporan 57.000
Komunikasi, Kabupaten Penyediaan Jasa laporan Komunikasi, Kabupaten Penyediaan Jasa
SumberDaya Air Kebumen Komunikasi, SumberDaya Air Kebumen Komunikasi,
dan Listrik SumberDaya Air dan Listrik SumberDaya Air
dan Listrik yang dan Listrik yang
Disediakan Disediakan
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Rancangan RKPD 2025

Pagu Perubahan RKPD 2025

Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ Pasu
Program . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target e
. Lokasi . . . Lokasi L . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
1.6.3 Penyediaan Jasa Bakesbangpol Jumlah Laporan 12 62.810 | Penyediaan Jasa Bakesbangpol Jumlah Laporan 12 laporan 59.593
Pelayanan Kabupaten Penyediaan Jasa laporan Pelayanan Kabupaten Penyediaan Jasa
Umum Kantor Kebumen Pelayanan Umum UmumKantor Kebumen Pelayanan
Kantor yang Umum Kantor
Disediakan yang Disediakan
1.7 Pemeliharaan Jumlah unit 35 unit 136.699 | Pemeliharaan Jumlah 35 unit 136.699
Barang Milik Daerah Pemeliharaan BarangMilik Daerah Pemeliharaan
Penunjang Urusan Barang Milik Penunjang Urusan Barang Milik
Pemerintahan Daerah Penunjang Pemerintahan Daeral'.l
Daerah Urusan Daerah Penunjang
Pemerintahan Urusan
Daerah Pemerintahan
Daerah
1.7.1 Penyefiiaan Jasa Bakesbangpol Jumlah 7 unit 70.099 Penyefiiaan Jasa Bakesbangpol Jumlah 7 unit 70.099
Pemeliharaan, Kabupaten . Pemeliharaan, Kabupaten
N Kendaraan Dinas X Kendaraan
Biaya Kebumen ) Biaya Kebumen .
. Operasional atau X Dinas
Pemeliharaan, Pemeliharaan, .
. Lapangan yang . Operasional
Pajakdan . Pajakdan
o Dipelihara dan o atauLapangan
Perizinan . . Perizinan P
. dibayarkan Pajak . yang Dipelihara
Kendaraan Dinas .. Kendaraan Dinas -
: dan Perizinannya ) dan dibayarkan
Operasional atau Operasional atau .
L L Pajak dan
apangan apangan Perizinannya
1.7.2 Pemeliharaan Mebel Bakesbangpol Jumlah Mebel 12 unit 4.000 | Pemeliharaan Mebel Bakesbangpol Jumlah 12 unit 4.000
Kabupaten Kabupaten
Kebumen yang Kebumen Mebel yang
Dipelihara Dipelihara
1.7.3 Pemeliharaan Bakesbangpol 15 unit 12.000 | Pemeliharaan Bakesbangpol 15 unit 12.000
. Jumlah . Jumlah
Peralatandan Mesin Kabupaten Peralatandan Mesin Kabupaten
X Peralatan dan X Peralatan dan
La]nnya Kebumen Lalnnya Kebumen

Mesin Lainnya
yang Dipelihara

Mesin
Lainnya yang
Dipelihara
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Rancangan RKPD 2025

Pagu Perubahan RKPD 2025

Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ Pasu
Program L . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target e
. okasi . . . Lokasi L . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan
1.7.4 P.emgliharaan /Rehabi Bakesbangpol Jumlah Gedung 1 unit 50.600 F.’emt?liharaan /Rehabi Bakesbangpol Jumlah Gedung 1 unit 50.600
litasi Gedung Kantor | Kabupaten Kantor dan litasi Gedung Kantor | Kabupaten Kantor dan
dap Bangunan | Kebumen Bangunan dap Bangunan | Kebumen Bangunan
Lainnya Lainnya yang Lainnya Lainnya yang
Dipelihara/Direha Dipelihara/Dire
bilitasi habilitasi
I PROGRAM Rasio Elemen 87,79 619.280 | PROGRAM Rasio Elemen 87,79 531.853
PENGUATAN Masyarakat yang jumlah PENGUATAN Masyarakatyang jumlah per
IDEOLOGI Mendapatkan per IDEOLOGI Mendapatkan 100.000
PANCASILA DAN Penguatan Ideologi | 100.000 PANCASILA DAN Penguatan Ideologi penduduk
KARAKTER Pancasila dan penduduk KARAKTER Pancasila dan
KEBANGSAAN Karakter KEBANGSAAN Karakter
Kebangsaan Kebangsaan
II.1 Perumusan Jumlah Kegiatan 23 619.280 | Perumusan Jumlah Kegiatan 23 Kegiatan 531.853
KebijakanTeknis Perumusan Kegiatan KebijakanTeknis Perumusan
dan Pemantapan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kebijakan Teknis
Pelaksanaan Bidang Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Dan Pemantapan
Ideologi Pancasila Pelaksanaan Ideologi Pancasila Pelaksanaan Bidang
dan Karakter Bidang Ideologi dan Karakter Ideologi Pancasila
Kebangsaan Pancasila dan Kebangsaan dan Karakter
Karakter Kebangsaan
Kebangsaan
II.1.1 | Perumusan Bakesbangpol Jumlah 23 619.280 | Perumusan Bakesbangpol Jumlah 23 531.853
Kebijakan Teknis di Kabupaten Kebiiak Dokumen KebijakanTeknis di Kabupaten Kebiiak dokumen
i i bumen Jaxan Bid Ideologi Kebumen cbyaxan
Bidang Ideologi Ke Teknis di idang Ideologi Teknis di
Wawasan Bidang Wawasan Bidang
Kebangsaan, Bela Ideologi Kebangsaan, Bela Ideologi
Negara, Karakter Wawasan Negara, Karakter Wawasan
Bangsa, Pemba.uran Kebangsaan, Bangsa, Pemba.uran Kebangsaan,
Kebangsaan, Bineka Bela Negara, Kebangsaan, Bineka Bela Negara,
Tupggal Ika dan Karakter Tupggal Ika dan Karakter
Sejarah Kebangsaan Bangsa, Sejarah Kebangsaan Bangsa,
Pembauran Pembauran
Kebangsaan, Kebangsaan,
Bineka Bineka
Tunggal Tka Tunggal Ika

dan Sejarah

dan Sejarah
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Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ Pasu
Program L . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target e
. okasi . . . Lokasi L . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
Kebangsaan Kebangsaan
yang Disusun yang
Disusun
111 PROGRAM Capaian 69,38 % 2.276.681 | PROGRAM Capaian 69,38 % 4.236.436
PENINGKATAN Partisipasi PENINGKATAN Partisipasi
PERAN Masyarakat/Pend PERAN Masyarakat/Pen
PARTAI uduk dalam PARTAI duduk dalam
POLITIK DAN Proses Pemilihan POLITIK DAN Proses Pemilihan
LEMBAGA Umum LEMBAGA Umum
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
MELALUI MELALUI
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
POLITIKDAN POLITIKDAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA ETIKA SERTA
BUDAYA BUDAYA
POLITIK POLITIK
1.1 Perumusan Jumlah Kegiatan 4 2.276.681 | perumusan Jumlah Kegiatan | 4 Kegiatan | 4.236.436
Kebijakan Teknis Pendidikan Politik, | Kegiatan Kebijakan Teknis Pendidikan

dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
PartaiPolitik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
SituasiPolitik

Etika Budaya
Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilandan
Partai Politik,
Pemilihan Umum/
Pemilihan Umum
Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik

dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya
Politik, Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
PartaiPolitik,
Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
SituasiPolitik

Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilandan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/
Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik
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Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ Pasu
Program L . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target e
. okasi - . . . Lokasi . . . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
Im.1.1 Pela.l'qsanaap ‘ Bakesbangpol Jumlah Orang 100 2.276.681 Pela.lfsanaar.l ' Bakesbangpol Jumlah Orang 100 orang 4.236.436
Kebijakandi Bidang Kabupaten ane Mensikuti orang Kebijakandi Bidang Kabupaten ane Meneikuti
Pendidikan Politik, Kebumen yang g Pendidikan Politik, Kebumen yang g
Etika Budaya Politik, Pelaksanaan Etika Budaya Politik, Pelaksanaan
Peningkatan Kl'sbl_]akan di Peningkatan K?bljakan di
Demokrasi, Fasilitasi Bidang Demokrasi, Fasilitasi Bidang
Kelembagaan Pendidikan Kelembagaan Pendidikan
Pemerintahan, Politik, Etika Pemerintahan, Politik, Etika
Perwakilan dan Partai Budaya Politik, Perwakilan dan Partai Budaya Politik,
Politik, Pemilihan Peningkatan Politik, Pemilihan Peningkatan
Umum/Pemilihan Demokrasi, Umum/Pemilihan Demokrasi,
Umum Kepala Fasilitasi Umum Kepala Fasilitasi
Daerah, serta Kelembagaan Daerah, serta Kelembagaan
Pemantauan Situasi Pemerintahan, Pemantauan Situasi Pemerintahan,
Politik di Daerah Perwakilan dan Politik di Daerah Perwakilan dan
Partai Politik, Partai Politik,
Pemilihan Pemilihan
Umum/Pemiliha Umum/Pemilih
n Umum Kepala an Umum
Daerah, serta Kepala Daerah,
Pemantauan serta
Situasi Politik di Pemantauan
Daerah Situasi Politik
di Daerah
v PROGRAM Cakupan Program 100% 68.408 | PROGRAM Cakupan Program 100% 49.974
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan PEMBERDAYAAN Pemberdayaan dan
DAN PENGAWASAN dan Pengawasan DAN PENGAWASAN Pengawasan
Organisasi Organisasi
ORGANISASI Kemasyarakatan ORGANISASI Kemasyarakatan
KEMASYARAKATAN KEMASYARAKATAN
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Pagu Perubahan RKPD 2025

Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ Pasu
Program . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target e
. Lokasi - . . . Lokasi . . . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
v.1 Perumusan Jumlah Kegiatan 2 68.408 | perumusan Jumlah Kegiatan | 2 kegiatan 49.974
Kebijakan Teknis Perumusan kegiatan Kebijakan Teknis Perumusan
dan Pemantapan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kebijakan
Pelaksanaan Bidang Ealnkpemantapan Pelaksanaan Bidang gekms tDan
Pemberdayaan dan claxsanaan Pemberdayaan dan cmantapan
P Bidang Pelaksanaan
engawasan Pengawasan -
o . . Pemberdayaan o . . Bidang
rganisasi Dan Pengawasan rganisasi Pemberdayaan
Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan Dan
Kemasyarakatan Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan
v.1.1 ie{bza.lfsinazpB.d Ealgesbatngpol Jumlah Orang O1‘51(’)l 56.990 Eelball.(slimaipB‘d Ealgesba;nﬁpol Jumlah Orang 150 Orang 39.586
PenduttaranOrmac. | Kebumen yang Mengikuti e PendafiaranOrmae. | Keburmen yang Mengikuti
Pen ba tgran rmas, Pelaksanaan Pen ba zran rmas, Pelaksanaan
emberdayaan Kebijakan di emberdayaan Kebijakan di
Ormas, Evaluasi dan Bidang Ormas, Evaluasi dan Bidang
Mediasi Sengketa Pendaftaran Mediasi Sengketa Pendaftaran
Ormas, Pengawasan 0 Ormas, Pengawasan
rmas, Ormas,
Ormas dan Ormas Ormas dan Ormas
| . Pemberdayaan . ) Pemberdayaan
Asing di Daerah . Asing di Daerah
Ormas, Evaluasi Ormas,
dan Mediasi Evaluasi dan
Sengketa Ormas, Mediasi
Pengawasan Sengketa
Ormas dan Ormas,
Ormas Asing di Pengawasan

Daerah

Ormas dan
Ormas Asing di
Daerah
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Pagu Perubahan RKPD 2025

Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ p
Program L . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target agu
. okasi . . . Lokasi L . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
IV.1.2 | Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah Orang 36 11.418 | Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah Orang 36 orang 10.388
Koordinasi di Bidang Kabupaten yang Mengikuti orang Koordinasi di Bidang Kabupaten yang Mengikuti
Pendaftaran Ormas, Kebumen Koordinasi di Pendaftaran Ormas, Kebumen Koordinasi di
Pemberdayaan Bidang Pemberdayaan Bidang
Ormas, Evaluasi dan Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Pendaftaran
Mediasi Sengketa Ormas, Mediasi Sengketa Ormas,
Ormas, Pengawasan Pemberdayaan Ormas, Pengawasan Pemberdayaan
Ormas dan Ormas Ormas, Evaluasi Ormas dan Ormas Ormas, Evaluasi
Asing di Daerah dan Mediasi Asing di Daerah dan Mediasi
Sengketa Ormas, Sengketa
Pengawasan Ormas,
Ormas dan Ormas Pengawasan
Asing di Daerah Ormas dan
Ormas Asing di
Daerah
\% PROGRAM Rasio Elemen .99, 14 149.538 PROGRAM Rasio Elemen . 99,14 647.921
PEMBINAAN DAN Masyarakat yang jumlah PEMBINAAN DAN Masyarakat yang | jumlah per
Mendapatkan per Mendapatkan 100.000
PENGEMBANGAN Pembinaan 100.000 PENGEMBANGAN Pembinaan penduduk
KETAHANAN Wawasan pendud KETAHANAN Wawasan
EKONOMI, Kebangsaan uk EKONOMI, Kebangsaan
SOSIAL,DAN SOSIAL,DAN
BUDAYA BUDAYA
V.1 Perumusan Jumlah Lokasi 5 lokasi 149.538 | Perumusan Jumlah Lokasi 5 lokasi 647.921
KebijakanTeknis Kegiatan KebijakanTeknis Kegiatan
dan Pemantapan Perumusan dan Pemantapan Perumusan
Pelaksanaan Bidang Kebijakan Teknis Pelaksanaan Bidang Kebijakan
Ketahanan Pemantapan Ketahanan Teknis
Ekonomi, Sosial dan P(?laksanaan Ekonomi, Sosial dan Pemantapan
Budaya Bidang Ketahanan Budaya Pelaksanaan
Ekonomi Sosial Bidang
dan Budaya Ketahanan
Ekonomi Sosial
dan Budaya
V.1.1 | Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah Orang 200 63.653 | Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah Orang 200 orang 579.746
Kebijakandi Bidang Kabupaten yang Mengikuti orang Kebijakandi Bidang Kabupaten yang Mengikuti
Ketahanan Ekonomi, Kebumen Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Kebumen Pelaksanaan
Sosial, Budaya dan Kebijakan di Sosial, Budaya dan Kebijakan di
Fasilitasi Pencegahan Bidang Ketahanan Fasilitasi Pencegahan Bidang
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Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ Pasu
Program L . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target e
. okasi . . . Lokasi L . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
Penyalagunaan Ekonomi, Sosial, Penyalagunaan Ketahanan
Narkotika, Fasilitasi Budaya dan Narkotika, Fasilitasi Ekonomi, Sosial,
Kerukunan Umat Fasilitasi Kerukunan Umat Budaya dan
Beragama dan Pencegahan Beragama dan Fasilitasi
Penghayat Penyalr';lgunaan Penghayat Pencegahan
Kepercayaan di Narkotika, Kepercayaan di Penyalagunaan
Daerah Fasilitasi Daerah Nar}(.ouk.a,
Kerukunan Umat Fasilitasi
Beragama dan Kerukunan
Penghayat Umat Beragama
Kepercayaandi dan Penghayat
Daerah Kepercayaandi
Daerah
V.1.2 | Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah Orang 175 85.885 | Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah Orang 175 orang 68.175
Koordinasi di Bidang Kabupaten yang Mengikuti orang Koordinasi di Bidang Kabupaten yang Mengikuti
Ketahanan Ekonomi, Kebumen Koordinasi di Ketahanan Ekonomi, Kebumen Koordinasi di
Sosial, Budaya dan Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Bidang
Fasilitasi Pencegahan Ekonomi, Sosial, Fasilitasi Pencegahan Ketahangn
Penyalagunaan Budaya dan Penyalagunaan Ekonomi,
Narkotika, Fasilitasi Fasilitasi Narkotika, Fasilitasi Sosial, BQda}’a
Kerukunan Umat Pencegahan Kerukunan Umat dan Fasilitasi
Beragama dan Penyalagunaan Beragama dan Pencegahan
& : &
Narkotika, Penyalagunaan
Penghayat e Penghayat -
. Fasilitasi R Narkotika,
Kepercayaan di Kerukunan Umat Kepercayaan di Fasilitasi
Daerah Beragama dan Daerah Kerukunan
Penghayat Umat Beragama
Kepercayaandi dan Penghayat
Daerah Kepercayaandi
Daerah
VI PROGRAM Persentase 75 % 1.239.078 | PROGRAM Persentase 75 % 1.406.701
PENINGKATAN Een?]r}ﬁaB“a? . PENINGKATAN ienaf‘ll}éal‘gnalll .
onflik Berlatar onflik Berlatar
KEWASPADAAN Belakang SARA, KEWASPADAAN Belakang SARA,
NASIONAL DAN Ideologi, Politik, NASIONAL DAN Ideologi, Politik,
PENINGKATAN PENINGKATAN
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Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ Pasu
Program . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target e
. Lokasi . . . Lokasi L . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
KUALITAS DAN Radikal dan KUALITAS DAN Radikal dan
FASILITASI Sumber Daya FASILITASI Sumber Daya
PENANGANAN PENANGANAN
KONFLIK KONFLIK
SOSIAL SOSIAL
VI.1 Perumusan Jumlah Dokumen 5 dok 1.239.078 | perumusan Jumlah 5 dok 1.406.701
.s : Kegiatan .s . Dokumen
KebijakanTeknis Kebijakan Teknis .
dan Pelak Perumusan dan Pelak Kegiatan
an Fe;aksanaan Kebijakan Teknis an Pe;aksanaan Perumusan
Pemantapan dan Pelaksanaan Pemantapan Kebijakan
Kewaspadaan Pemantapan Kewaspadaan Teknis dan
Nasional dan Kewaspadaan Nasional dan Pelaksanaan
Penanganan Konflik Nasional dan Penanganan Konflik Pemantapan
Sosial Penanganan Sosial Kewaspadaan
Konflik Sosial Nasional dan
Penanganan
Konflik Sosial
VI.1.1 | Penyusunan Bakesbangpol Jumlah Dokumen 4 dok 89.738 | Penyusunan Bakesbangpol Jumlah 4 dok 71.919
Program Kerja di Kabupaten Program Kerja di Program Kerja di Kabupaten Dokumen
Bidang Kebumen Bidang Bidang Kebumen Program Kerja di
Kewaspadaan Dini, K(.ev&{aspa(.iaan Kewaspadaan Dini, Bidang
Kerja Sama Intelijen, Dini, Kerja Sama Kerja Sama Intelijen, Kfavsfaspaflaan
Pemantauan Orang Intelijen, Pemantauan Orang Dini, Kerja Sama
Asing, Tenaga Kerja Pemantagan Asing, Tenaga Kerja Intelijen,
Asing dan Lembaga Orang Asmg’ Asing dan Lembaga Pemantagan
. Tenaga Kerja . Orang Asing,
Asing, Kewaspadaan . Asing, Kewaspadaan :
Asing dan Tenaga Kerja
Perbatasan antar . Perbatasan antar .
e Lembaga Asing, ey Asing dan
Negara, Fasilitasi Negara, Fasilitasi .
. Kewaspadaan . Lembaga Asing,
Kelembagaan Bidang Perbatasan antar Kelembagaan Bidang Kewaspadaan
Kewaspadaan, serta Negara, Fasilitasi Kewaspadaan, serta Perbatasan
Penanganan Konflik Kelembagaan Penanganan Konflik antar Negara,
diDaerah Bidang diDaerah Fasilitasi
Kewaspadaan, Kelembagaan
serta Penanganan Bidang
Konflik diDaerah Kewaspadaan,
yang Disusun serta
Penanganan
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Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ Pasu
Program Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif Program Lokasi Indikator Target Ind ﬂ%atif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
Konflik diDaerah
yang Disusun
VI.1.2 | Penyusunan Bahan Bakesbangpol Jumlah Kebijakan 5 dok 52.073 | Penyusunan Bahan Bakesbangpol Jumlah 5 dok 42.389
Perumusan Kabupaten di Bidang Perumusan Kabupaten Kebijakan di
Kebijakan di Bidang Kebumen Kewaspadaan Kebijakan di Bidang Kebumen Bidang
Kewaspadaan Dini, Dini, Kerja Sama Kewaspadaan Dini, Kewaspadaan
Kerja Sama Intelijen, Intelijen, Kerja Sama Intelijen, Dini, Kerja Sama
Pemantauan Orang Pemantauan Pemantauan Orang Intelijen,
Asing, Tenaga Kerja Orang Asmg, Asing, Tenaga Kerja Pemantal.lan
Asing dan Lembaga Tepaga Kerja Asing dan Lembaga Orang Asmg,
Asing, Kewaspadaan Asing dan Asing, Kewaspadaan Tenaga Kerja
& p Lembaga Asing & P Asing dan
Perbatasan antar Kewaspadaan ? Perbatasan antar Lembaga Asing
Negara, Fasilitasi Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kewaspadaan ’
Kelembagaan Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Perbatasan
Kewaspadaan, serta Kelembagaan Kewaspadaan, serta antar Negara,
Penanganan Konflik Bidang Penanganan Konflik Fasilitasi
diDaerah Kewaspadaan, diDaerah Kelembagaan
serta Penanganan Bidang
Konflik diDaerah Kewaspadaan,
yang Disusun serta
Penanganan
Konflik diDaerah
yang Disusun
VI.1.3 | Pelaksanaan Ealgesbangpol Jumlah Orang 540 216.696 Pelbaksinazn . Ealgesbatngpol Jumlah Orang 130 orang 164.417
Kebijakandi Bidan, abupaten . . oran Kebijakandi Bidan, abupaten . .
KewJaspadaan Dinig KEbUII;ICH yang Mengikuti ¢ KeWJaspadaan Dini{,g Kebuglen yang Mengikuti
Kerja S Intelij ’ pela.l.isanaar} Kerja Sama Intelijen pela.l'isanaar}
¢rja sama ntelyjen, Kebijakan di J Jen, Kebijakan di
Pemantauan Orang Bidang Pemantauan Orang Bidang
Asing, Tenaga Kerja Kewaspadaan Asing, Tenaga Kerja Kewaspadaan
Asing dan Lembaga Dini, Kerja Sama Asing dan Lembaga Dini, Kerja
Asing, Kewaspadaan Intelijen Asing, Kewaspadaan Sama Intelijen,
Perbatasan antar Pemanta’uan Perbatasan antar Pemantauan
Negara, Fasilitasi Orang Asing Negara, Fasilitasi Orang Asing
Kelembagaan Bidang Tenaga Kerja’ Kelembagaan Bidang Tenaga Kerja’l
Kewaspadaan, serta Asing dan Kewaspadaan, serta Asing dan

Penanganan Konflik

Penanganan Konflik
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Pagu Perubahan RKPD 2025

Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ Pasu
Program L . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target e
. okasi . . . Lokasi L . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P

di Daerah Lembaga Asing, diDaerah Lembaga Asing,
Kewaspadaan Kewaspadaan
Perbatasan antar Perbatasan
Negara, Fasilitasi antar Negara,
Kelembagaan Fasilitasi
Bidang Kelembagaan
Kewaspadaan, Bidang
serta Kewaspadaan,
Penanganan serta
Konflik di Daerah Penanganan

Konflik di
Daerah
VI.1.4 Pelaks.anafan. . Bakesbangpol Jumlah Orang 390 118.729 Pelaks.anagn. . Bakesbangpol Jumlah Orang 390 orang 572.075
Koordinasi di Bidang Kabupaten . . orang Koordinasi di Bidang Kabupaten . .
o yang Mengikuti oC yang Mengikuti
Kewaspadaan Dini, Kebumen Kewaspadaan Dini, Kebumen

Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
diDaerah

Koordinasi di
Bidang
Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama
Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta Penanganan
Konflik di Daerah

Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
diDaerah

Koordinasi di
Bidang
Kewaspadaan
Dini, Kerja
Sama Intelijen,
Pemantauan
Orang Asing,
Tenaga Kerja
Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan
antar Negara,
Fasilitasi
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di
Daerah
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Pagu Perubahan RKPD 2025

Catatan

Penting
No. Urusan/Bidang/ Urusan/Bidang/ Pasu
Program . Indikator Target Pagu Indikatif Program . Indikator Target e
. Lokasi . . . Lokasi L . Indikatif
/Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000) /Kegiatan/Sub Kinerja Capaian (Rp 000)
Kegiatan Kegiatan P
VI.1.5 | Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah Laporan 1 5.604 | Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah Laporan 1 laporan 4.658
Monitoring, Evaluasi Kabupaten Hasil Monitoring, laporan Monitoring, Evaluasi Kabupaten Hasil
dan Pelaporan di Kebumen Evaluasi dan dan Pelaporan di Kebumen Monitoring,
Bidang Pt?laporan di Bidang Evaluasi dap
Kewaspadaan Dini, Bidang Kewaspadaan Dini, Pelaporan di
Kerja Sama Intelijen, Kewaspadaan Kerja Sama Intelijen, Bidang
Pemantauan Orang lel’, .Kerja Sama Pemantauan Orang gfzw.ai{paQazn
Asing, Tenaga Kerja nteljen, Asing, Tenaga Kerja 1nl, Lerja sama
. Pemantauan . Intelijen,
Asing dan Lembaga . Asing dan Lembaga
. Orang Asing, . Pemantauan
Asing, Kewaspadaan : Asing, Kewaspadaan .
Perbatasan antar Tepaga Kerja Perbatasan antar Orang Asmg,
oo Asing dan oo Tenaga Kerja
Negara, Fasilitasi Lembaga Asing Negara, Fasilitasi Asing dan
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Kelembagaan Bidang Lembaga Asing,
Kewaspadaan, serta Perbatasan antar Kewaspadaan, serta Kewaspadaan
Penanganan Konflik Negara, Fasilitasi Penanganan Konflik Perbatasan
diDaerah Kelembagaan diDaerah antar Negara,
Bidang Fasilitasi
Kewaspadaan, Kelembagaan
serta Penanganan Bidang
Konflik diDaerah Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik diDaerah
VI.1.6 | Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah Dokumen 4 756.238 | Pelaksanaan Bakesbangpol Jumlah 4 551.241
Forum Koordinasi Kabupaten . dokumen Forum Koordinasi Kabupaten . dokumen
o HasilPelaksanaan T Dokumen Hasil
PimpinanDaerah Kebumen . . PimpinanDaerah Kebumen
Kab K Forum Koordinasi Kab K Pelaksanaan
abupaten/Kota Pimpinan Daerah abupaten/Kota Forum
Kabupaten/Kota Koordinasi
Jumlah fasilitasi Pimpinan
- Daerah
forkopimda
Kabupaten/Kota
TOTAL 8.583.017 10.998.107
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E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen selain bersumber dari hasil

penelaahan isu-isu strategis (teknokratis) juga berasal dari usulan para

pemangku kepentingan yang diselenggarakan melalui Forum Organisasi

Perangkat Daerah. Usulan dari peserta dalam Forum Organisasi

Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Kebumen diantaranya :

1.

Kegiatan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
perlu ditingkatkan, khususnya bagi anak-anak sekolah.

Perlu adanya anggaran untuk meningkatkan dialog antara pemuka
agama dan tokoh masyarakat untuk memperkuat kerukunan antar
umat beragama.

Fasilitasi kegiatan-kegiatan FKUB (Forum Kerukunan Umat
Beragama) sebagai upaya untuk memelihara kerukunan umat
beragama di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil telaah dari usulan-usulan masyarakat, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen telah diakomodir dalam

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.

RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-
2045 adalah dokumen strategis yang menjadi landasan bagi
pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi
sebagai panduan arah pembangunan nasional dalam jangka panjang,
dengan visi utama mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan
berdaya saing tinggi pada tahun 2045. Kebijakan yang diatur dalam
RPJPN mencakup berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, budaya,
hingga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam konteks ini,
RPJPN menjadi rujukan utama bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (Bakesbangpol).

Penyusunan Renja Bakesbangpol harus mempertimbangkan arah
kebijakan strategis yang termuat dalam RPJPN 2025-2045. Berkaitan
dengan hal tersebut, Bakesbangpol harus merumuskan program dan
kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi jangka panjang
nasional.

Renja Bakesbangpol berperan sebagai dokumen operasional
tahunan yang menjabarkan bagaimana visi dan misi jangka panjang
dalam RPJPN dapat diwujudkan di tingkat daerah. Konsistensi dan
keselarasan antara kedua dokumen ini sangat penting untuk memastikan
bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan oleh Bakesbangpol
tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi

secara signifikan terhadap pencapaian tujuan nasional yang lebih besar.

1. Telaahan Terhadap RPJPN Tahun 2025-2045.

RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2025-
2045 saat ini masih dalam proses Rancangan Akhir. Dari Rancangan
Akhir RPJPN 2025-2045, penyelarasan terhadap Rencana Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu

pada Misi ke-4 dan ke-5 sebagai berikut :
a. Misi ke-4. “ Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan
kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas

ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta
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memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global
dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan”.
Misi ke-5. “ Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas,
masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu
menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan
ekologi serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan
menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta
dapat Dberpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga

keberlanjutan sumber daya alam”.

2. Telaahan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Kebumen selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

yang ke- 1, yaitu: “Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya

saing, dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan, di dukung dengan

infrastruktur yang merata dan berkualitas.” Prioritas ini berfokus

diataranya pada : “Memperkuat produksi dan produktivitas sektor

unggulan investasi, kapasitas fiskal, kondusivitas wilayah.”
B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN.

Memperhatikan evaluasi kinerja dan Isu-Isu Stategis yang sudah

ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen,

tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai

berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Kebumen Tahun 2025

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET
2025
1. | Mewujudkan | Terwujudnya | Persentase
nilai-nilai kewaspadaan | penanganan konflik
luhur dini daerah berlatar belakang ——
kebangsaan SARA, Ideologi, Politik,
Radikal dan Sumber
Daya Ekonomi
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C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung terwujudnya Misi Kabupaten Kebumen yang ke-

S5 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan

bermartabat”, maka dirumuskan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang mencakup 6

(enam) program yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh

dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/

Kota.

a.

Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat

daerah.

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah.

2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1) Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/
Verifikasi Keuangan SKPD.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material.

6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD.

7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah.

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
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2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan.

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
1) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara , Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya
Politik.

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan.
a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi

Kemasyarakatan.
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1)

2)

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa

Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,

Sosial dan Budaya.

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1)

2)

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama

dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan

Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

a. Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik

sosial.

1)

2)

3)

Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan  Perbatasan  antar  Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga

Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasa n
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4)

S)

6)

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik
di Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan

Daerah Kabupaten/Kota
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BAB IV
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Tahun 2025 berisi program,
kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk
mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten
Kebumen 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah
serta prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan pelayanan perangkat
daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen 2021-2026
yaitu “Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”, ditempuh melalui 5 (lima) Misi. Oleh
karena itu untuk menterjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten
Kebumen kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima)
tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kebumen, maka dapat ditelaah bahwa, Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik melaksanakan Misi ke-5 (lima) yaitu : “Mewujudkan
masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat”.

Selaku Perangkat Daerah Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen
mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik melaksanakan tugas membantu Bupati dalam bidang kesatuan bangsa
dan politik di wilayah Kabupaten Kebumen.

Pada tahun anggaran berjalan, telah dilakukan evaluasi terhadap
dinamika sosial politik dan kebutuhan strategis daerah yang berdampak pada
perubahan arah kebijakan dan program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan perubahan pada
rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah untuk memperkuat
pelaksanaan fungsi strategis dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, serta
memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Perubahan ini mencakup penambahan anggaran pada beberapa program

prioritas, yaitu:

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan
Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
Kegiatan pendidikan politik mengalami penguatan baik dari sisi
cakupan wilayah, sasaran peserta, maupun metode penyampaian. Hal ini
bertujuan untuk mendorong pemahaman nilai-nilai demokrasi, serta
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meningkatkan literasi politik di kalangan masyarakat, khususnya pemilih
pemula, perempuan, dan kelompok rentan. Penambahan anggaran hibah
keuangan kepada partai politik dilakukan dalam rangka menyesuaikan
alokasi berdasarkan jumlah suara sah hasil Pemilu terakhir, serta untuk
mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik dalam
pendidikan politik masyarakat.
2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan
Budaya
Seiring dengan tantangan global dan tekanan ekonomi nasional,
program ketahanan sosial budaya ditingkatkan guna memperkuat kohesi
sosial dan nilai-nilai kearifan lokal yang adaptif. Program ini
diintegrasikan dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi lokal serta
pelestarian budaya sebagai basis ketahanan masyarakat.
3. Program Kewaspadaan dini dan Penanganan Konflik Sosial
Penambahan anggaran juga diarahkan untuk penguatan sistem
deteksi dini dan mekanisme koordinasi lintas sektor dalam penanganan
potensi konflik sosial, termasuk pembentukan jejaring intelijen daerah,
pelatihan penanganan konflik berbasis masyarakat, serta penyediaan
sarana penanganan konflik secara cepat dan tepat.

Adapun rumusan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Perubahan Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel IV.1
berikut:
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Tabel IV.1

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2025

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

PRAKIRAAN
URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOKC RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET capaiaN | PRAKIRAAN EASARNN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
B0 [[KODE SUB KEGIATAN  (RENSTRA TaHUN | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD o TAHUN 2024 5058 BERKURANG |LOKASI ~p . F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
10.763.055.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 985,00
8 UNSUR 8.018.707.985,00 8.583.017.000,00 |10.998.107.310,/2.979.399.325,0| 10.763.055.
PEMERINTAHAN 00 0 985,00
UMUM
8.01 KESATUAN 8.018.707.985,00 8.583.017.000,00 |10.998.107.310,/2.979.399.325,0| 10.763.055.
BANGSA DAN 00 0 985,00
POLITIK
1 8.01.01] PROGRAM Cakupan - 100 % 100 % 3.621.960.985,00 | 4.230.032.000,00 }4.125.220.250,0/95.235.000,00 - 3.717.195.9
PENUNJANG pelayanan 0 85,00
URUSAN penunjang
PEMERINTAHAN urusan
DAERAH pemerinta
KABUPATEN/KOTA han
daerah
8.01.01| Perencanaan, Jumlah - 7 7 28.972.000,00 20.734.000,00 |18.177.800,00 |-10.794.200,00 Memperku | 4. ASN - 28.686.000, | BADAN
.2.01 Penganggaran, dan dokumen dokumen | dokumen at Perbaikan Bakesba 00 | KESAT
EvaluasiKinerja perencanaan Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Perangkat Daerah dan evaluasi Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
kinerja kam Dan han yang en A DAN
perangkat Tra adaptif Kebume POLITI
daerah yang nsformasi dan n K
tersusun Pelayanan kolaboratif
Publik 5. Peningka
tan
kondusi
vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
.2.01.0
001
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN RRSARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD PR TAHUN 2024 So5E BERKURANG |LOKASI| .o/ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah 5 5 24.286.000,00 18.048.000,00 | 15.760.400,0 | - - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 26.000.000, | BADAN
Dokumen Dokumen| Dokumen 0 8.525.600,00 Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 00 | KESAT
Perencanaa men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
n Perangkat Semu | UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
Daerah a DANA kam Dan han yang en A DAN
Keca ALOKAS | Tra adaptif Kebume POLITI
mata 1 UMUM nsformasi dan n K
n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
.2.01.0
007
Jumlah 2 2 4.686.000,000 2.686.000,00 | 2.417.400,00 | - - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 2.686.000,0 | BADAN
Laporan Laporan Laporan 2.268.600,00 | Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 0 | KESAT
Evaluasi men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Kinerja Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
Perangkat a DANA kam Dan han yang en A DAN
Daerah Keca ALOKAS Tra adaptif Kebume POLITI
mata I UMUM nsformasi dan n K
n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN RRSARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD PR TAHUN 2024 oS BERKURANG |LOKASI| .o/ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8.01.01| Administrasi Jumlah bulan - 12 bulan | 12 bulan | 3.126.002.985,00 3.849.576.000,00 |3.777.767.200,0/651.764.215,00 Memperku 4. ASN - 3.149.651.9 | BADAN
.2.02 Keuangan administrasi 0 at Perbaikan Bakesba 85,00 | KESAT
Perangkat keuangan Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Daerah perangkat Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
daerah kam Dan han yang en A DAN
Tra adaptif Kebume POLITI
nsformasi dan n K
Pelayanan kolaboratif
Publik 5. Peningka
tan
kondusi
vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
.2.02.0
001
Jumlah Orang 23 23 3.111.651.985,00 3.835.225.000,00 | 3.835.225.00 | 653.067.015, | - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 3.111.651.9 | BADA
yangMenerima Orang/bul Orang/bu 0,00 00 Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 85,00 | N
Gaji dan lan lan men, ER Stabilitas tata kelola ngpol KESAT
Tunjangan ASN Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat UAN
a DANA kam Dan han yang en BANG
Keca ALOKAS Tra adaptif Kebume SA
mata I UMUM nsformasi dan n DAN
n, Pelayanan kolaboratif POLITI
Semu Publik 5. Peningka K
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
.2.02.0
003

66




PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN RRSARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN | RENSTRA TAHUN | SEOIAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN 2023 oo BERKURANG |LOKASI| .o/ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen 4 4 14.351.000,00 14.351.000,00 | 14.351.000,0 - - Kab. DANA Memperku 4. ASN 38.000.000, | BADA
Penatausahaan Dokumen| Dokumen 0 1.302.800,00 Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 00| N
dan men, ER Stabilitas tata kelola ngpol KESAT
Pengujian/ Verifik Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat UAN
asiKeuangan a DANA kam Dan han yang en BANG
SKPD Keca ALOKAS | Tra adaptif Kebume SA
mata 1 UMUM nsformasi dan n DAN
n, Pelayanan kolaboratif POLITI
Semu Publik 5. Peningka K
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01] Administrasi Jumlah ASN yang - 23 orang | 23 orang 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Memperku 4. ASN - 40.000.000, | BADA
.2.05 Kepegawaian meningkat at Perbaikan Bakesba 00| N
Perangkat kapasitasnya Stabilitas tata kelola ngpol KESAT
Daerah Polhukhan | pemerinta Kabupat UAN
kam Dan han yang en BANG
Tra adaptif Kebume SA
nsformasi dan n DAN
Pelayanan kolaboratif POLITI
Publik 5. Peningka K
tan
kondusi
vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01] Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
.2.05.0
009
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOKS RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN SASARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS TARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN  (RENSTRA taHUN | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD PR TAHUN 2024 So5E BERKURANG |LOKASI| =~ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah 23 Orang| 23 Orang 40.000.000,00 0,00 | 0,00 - - Kab. DANA Memperku 4. ASN 40.000.000, | BADAN
Pegawai 40.000.000,0 Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 00 | KESAT
Berdasarkan 0 men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Tugas dan Semu | UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
Fungsi yang a DANA kam Dan han yang en A DAN
Mengikuti Keca ALOKAS | Tra adaptif Kebume POLITI
Pendidikan mata 1 UMUM nsformasi dan n K
dan Pelatihan n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01| Administ Jumlah bulan - 12 bulan | 12 bulan 105.713.000,00 85.713.000,00 |85.713.000,00 |-47.195.300,00 Memperku | 4. ASN - 153.995.000 | BADAN
.2.06 rasi penyediaan at Perbaikan Bakesba ,00 | KESAT
Umum Administrasi Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Perangka Umum Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
t Daerah Perangkat kam Dan han yang en A DAN
Daerah Tra adaptif Kebume POLITI
nsformasi dan n K
Pelayanan kolaboratif
Publik 5. Peningka
tan
kondusi
vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
.2.06.0
001
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI BRI OMBEOKS RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / | TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN PASARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB EERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS TARGET| Pacu | GUNG
B0 [[KOBE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD PR TAHUN 2024 So5E BERKURANG |LOKASI| .o/ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket 4 Paket 4 Paket 4.347.000,00 4.347.000,00 | 4.347.000,00 -434.700,00 - Kab. DANA Memperku 4. ASN 5.000.000,0 | BADAN
Komponen Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 0 | KESAT
Instalasi men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Listrik/ Penerang Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
anBangunan a DANA kam Dan han yang en A DAN
Kantor yang Keca ALOKAS Tra adaptif Kebume POLITI
Disediakan mata 1 UMUM nsformasi dan n K
n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01] Penyediaan Bahan Logistik Kantor
.2.06.0
004
Jumlah Paket 12 Paket | 12 Paket | 11.362.000,00 11.362.000,00 | 11.362.000,0 | - - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 14.245.000, | BADAN
Bahan Logistik 0 1.136.200,00 | Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 00 | KESAT
Kantor yang men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Disediakan Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
a DANA kam Dan han yang en A DAN
Keca ALOKAS Tra adaptif Kebume POLITI
mata I UMUM nsformasi dan n K
n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
.2.06.0
005
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN RRSARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN | RENSTRA TAHUN | SEOIAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN 2023 2025 BERKURANG | LOKAST| “paNa F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket 12 Paket | 12 Paket [ 5.837.000,00 5.837.000,00 | 5.837.000,00 | -583.700,00 - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 10.000.000| BADAN
Barang Cetakan Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba ,00 KESAT
dan men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Penggandaan Semu | UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
yang a DANA kam Dan han yang en A DAN
Disediakan Keca ALOKAS | Tra adaptif Kebume POLITI
mata 1 UMUM nsformasi dan n K
n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
.2.06.0
006
Jumlah 2 2 3.500.000,00 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 10.000.000| BAD
Dokumen Bahan Dokumen| Dokumen Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba ,00 AN
Bacaan dan men, ER Stabilitas tata kelola ngpol KES
Peraturan Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat ATU
Perundang- a DANA kam Dan han yang en AN
Undangan yang Keca ALOKAS Tra adaptif Kebume BAN
Disediakan mata I UMUM nsformasi dan n GSA
n, Pelayanan kolaboratif DAN
Semu Publik 5. Peningka POLI
a tan TIK
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01| Penyediaan Bahan/Material
.2.06.0
007
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / | TARGET CAPAIAN P‘éﬁ‘;ﬁﬁﬁ“ PASARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE oD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN | RENSTRA TAHUN | SEOIAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN |BERTAMBAN/ |  asi| SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN 2022 SEBELUM | SESUDAH 2025 DANA | NASIONAL | DAERAH F (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Paket 12 Paket | 12 Paket [ 10.781.000,00 10.781.000,00 | 9.702.900,00 | - - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 20.000.000] BADAN
Bahan/Material 1.078.100,00 | Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba ,00 KESAT
yang Disediakan men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Semu | UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
a DANA kam Dan han yang en A DAN
Keca ALOKAS | Tra adaptif Kebume POLITI
mata 1 UMUM nsformasi dan n K
n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
.2.06.0
009
Jumlah 12 12 67.435.000,00 47.435.000,00 | 23.717.500,0 | - - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 90.000.000| BADAN
Laporan Laporan Laporan 0 43.717.500,0 | Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba ,00 KESAT
Penyelenggara 0 men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
an Rapat Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
Koordinasi a DANA kam Dan han yang en A DAN
dan Konsultasi Keca ALOKAS Tra adaptif Kebume POLITI
SKPD mata I UMUM nsformasi dan n K
n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
.2.06.0
010
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN RRSARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD PR TAHUN 2024 oS BERKURANG |LOKASI| .o/ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah 12 12 2.451.000,00 2.451.000,00 | 2.205.900,00 | -245.100,00 - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 11.250.000, | BADAN
Dokume Dokumen| Dokumen Kebu TRANSF | at Perbaikan Bakesba 00 | KESAT
n men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Penataus Semu | UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
ahaan a DANA kam Dan han yang en A DAN
Arsip Keca ALOKAS | Tra adaptif Kebume POLITI
Dinamis mata 1 UMUM nsformasi dan n K
pada n, Pelayanan kolaboratif
SKPD Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01| Pengadaan Jumlah unit - 4 unit 4 unit 65.000.000,00 15.000.000,00 |14.965.250,00 |-50.034.750,00 Memperku | 4. ASN - 70.000.000, | BADAN
.2.07 Barang Milik Pengadaan at Perbaikan Bakesba 00 | KESAT
Daerah Barang Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Penunjang Milik Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
Urusan Daerah kam Dan han yang en A DAN
Pemerintah Penunjang Tra adaptif Kebume POLITI
Daerah Urusan nsformasi dan n K
Pemerintah Pelayanan kolaboratif
Daerah Publik 5. Peningka
tan
kondusi
vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
.2.07.0
006
Jumlah Unit 4 Unit 4 Unit 65.000.000,00 15.000.000,00 | 14.965.250,0 | - - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 70.000.000, | BADAN
Peralatan dan 0 50.034.750,0 Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 00 | KESAT
Mesin Lainnya 0 men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
yang Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
Disediakan a DANA kam Dan han yang en A DAN
Keca ALOKAS Tra adaptif Kebume POLITI
mata 1 UMUM nsformasi dan n K
n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI BRI OMBEOKS RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / | TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN PASARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB EERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS TARGET| Pacu | GUNG
B0 [[KOBE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD PR TAHUN 2024 So5E BERKURANG |LOKASI| .o/ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
bencana
8.01.01| Penyediaan Jasa Jumlah bulan - 12 bulan | 12 bulan 119.310.000,00 122.310.000,00 {119.093.300,00 [-216.700,00 Memperku | 4. ASN - 124.500.000 | BADAN
.2.08 PenunjangUrusan Penyediaan at Perbaikan Bakesba ,00 | KESAT
Pemerintahan Jasa Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Daerah Penunjang Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
Urusan kam Dan han yang en A DAN
Pemerintahan Tra adaptif Kebume POLITI
Daerah nsformasi dan n K
Pelayanan kolaboratif
Publik 5. Peningka
tan
kondusi
vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01] Penyediaan Jasa Surat Menyurat
.2.08.0
001
Jumlah Laporan 12 12 2.500.000,00 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 2.500.000,0 | BAD
PenyediaanJasa Laporan Laporan Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 0| AN
Surat Menyurat men, ER Stabilitas tata kelola ngpol KES
Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat ATU
a DANA kam Dan han yang en AN
Keca ALOKAS Tra adaptif Kebume BAN
mata 1 UMUM nsformasi dan n GSA
n, Pelayanan kolaboratif DAN
Semu Publik 5. Peningka POLI
a tan TIK
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana

73




PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN RRSARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN | RENSTRA TAHUN | SEOIAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN 2023 2025 BERKURANG | LOKAST| “paNa F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8.01.01| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
.2.08.0
002
Jumlah Laporan 12 12 57.000.000,00 57.000.000,00 | 57.000.000,0 [ 0,00 - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 57.000.000, | BADAN
PenyediaanJasa Laporan | Laporan 0 Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 00 | KESAT
Komunikasi, men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Sumber Daya Air Semu | UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
dan Listrik yang a DANA kam Dan han yang en A DAN
Disediakan Keca ALOKAS | Tra adaptif Kebume POLITI
mata 1 UMUM nsformasi dan n K
n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
.2.08.0
004
Jumlah Laporan 12 12 59.810.000,00 62.810.000,00 | 59.593.300,0 | -216.700,00 - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 65.000.000, | BAD
PenyediaanJasa Laporan Laporan 0 Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 00 | AN
Pelayanan Umum men, ER Stabilitas tata kelola ngpol KES
Kantor yang Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat ATU
Disediakan a DANA kam Dan han yang en AN
Keca ALOKAS Tra adaptif Kebume BAN
mata 1 UMUM nsformasi dan n GSA
n, Pelayanan kolaboratif DAN
Semu Publik 5. Peningka POLI
a tan TIK
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN RRSARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD PR TAHUN 2024 So5E BERKURANG |LOKASI| =~ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8.01.01| Pemeliharaan Jumlah unit - 35 unit 35 unit 136.963.000,00 136.699.000,00 [136.699.000,00 [-264.000,00 Memperku | 4. ASN - 150.363.000 | BADAN
.2.09 Barang Milik Pemeliharaan at Perbaikan Bakesba ,00 | KESAT
Daerah Barang Milik Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Penunjang Daerah Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
Urusan Penunjang kam Dan han yang en A DAN
Pemerintahan Urusan Tra adaptif Kebume POLITI
Daerah Pemerintahan nsformasi dan n K
Daerah Pelayanan kolaboratif
Publik 5. Peningka
tan
kondusi
vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
.2.09.0
002
Jumlah 7 Unit 7 Unit 70.363.000,00 70.099.000,00 | 70.099.000,0 | -264.000,00 - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 70.363.000] BADAN
Kendaraan 0 Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 00 KESAT
Dinas men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Operasional atau Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
Lapanganyang a DANA kam Dan han yang en A DAN
Dipelihara dan Keca ALOKAS Tra adaptif Kebume POLITI
dibayarkan mata 1 UMUM nsformasi dan n K
Pajak dan n, Pelayanan kolaboratif
Perizinannya Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01| Pemeliharaan Mebel
.2.09.0
005
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN RRSARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN | RENSTRA TAHUN | SEOIAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN 2023 2025 BERKURANG | LOKAST| “paNa F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumla 12 Unit 12 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 | 4.000.000,00 [ 0,00 - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 5.000.000,0] BADAN
h Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 0 KESAT
Mebel men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
yang Semu | UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
Dipelih a DANA kam Dan han yang en A DAN
ara Keca ALOKAS | Tra adaptif Kebume POLITI
mata 1 UMUM nsformasi dan n K
n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
.2.09.0
006
Jumlah Peralatan 15 Unit 15 Unit 12.000.000,00 12.000.000,00 | 12.000.000,0 | 0,00 - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 20.000.000,| BADAN
dan Mesin 0 Kebu TRANSF at Perbaikan Bakesba 00 KESAT
Lainnya yang men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Dipelihara Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
a DANA kam Dan han yang en A DAN
Keca ALOKAS Tra adaptif Kebume POLITI
mata I UMUM nsformasi dan n K
n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.01] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
.2.09.0
009
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI BRI OMBEOKS RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / | TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN PASARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB EERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS TARGET| Pacu | GUNG
B0 [[KOBE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD PR TAHUN 2024 oS BERKURANG |LOKASI| .o/ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Gedung 1 Unit 1 Unit 50.600.000,00 50.600.000,00 | 50.600.000,0 | 0,00 - Kab. | DANA Memperku | 4. ASN 55.000.000,| BADAN
Kantor dan 0 Kebu TRANSF | at Perbaikan Bakesba 00 KESAT
Bangunan men, ER Stabilitas tata kelola ngpol UAN
Lainnya yang Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta Kabupat BANGS
Dipelihara/ Direh a DANA kam Dan han yang en A DAN
abilitasi Keca ALOKAS | Tra adaptif Kebume POLITI
mata 1 UMUM nsformasi dan n K
n, Pelayanan kolaboratif
Semu Publik 5. Peningka
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.02 PROGRAM Rasio Elemen - 87,79 87,79 619.280.000,00 619.280.000,00 [531.853.460,0 |-87.426.540,00 - 760.400.00
2 PENGUATAN MasyarakatYang jumla jumla o 0,00
IDEOLOGI Mendapatkan h per h per
PANCASILA DAN Penguatan 100.0 100.0
KARAKTER Ideologi 00 00
KEBANGSAAN Pancasila dan pendudu | pendudu
Karakter k k
Kebangsaan
8.01.02| Perumusan Jumlah Kegiatan - 23 23 619.280.000,00 619.280.000,00 [531.853.460,00 [-87.426.540,00 Memperku | 4. Anak - 760.400.000 | BADAN
.2.01 Kebijakan Teknisdan | Perumusan Kegiatan | Kegiatan at Perbaikan sekolah ,00 | KESAT
Pemantapan Kebijakan Teknis Stabilitas tata kelola dan UAN
Pelaksanaan Bidang Dan Pemantapan Polhukhan | pemerinta masyara BANGS
IdeologiPancasila Pelaksanaan kam Dan han yang kat A DAN
dan Karakter Bidang Ideologi Tra adaptif umum POLITI
Kebangsaan Pancasila Dan nsformasi dan di K
Karakter Pelayanan kolaboratif | Kabupat
Kebangsaan Publik 5. Peningka | en
tan Kebume
kondusi n
vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.02| Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
.2.01.0
002
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI BRI OMBEOKS RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / | TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN PASARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB EERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS TARGET| Pacu | GUNG
B0 [[KOBE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD PR TAHUN 2024 oS BERKURANG |LOKASI| .o/ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah 23 23 619.280.000,00 619.280.000,00 | 531.853.460, | - - Kab. | DANA Memperku | 4. Anak 760.400.000 | BADAN
Kebijakan Dokumen| Dokumen 00 87.426.540,0 | Kebu TRANSF at Perbaikan sekolah ,00 | KESAT
Teknis diBidang 0 men, ER Stabilitas tata kelola dan UAN
Ideologi Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta masyara BANGS
Wawasan a DANA kam Dan han yang kat A DAN
Kebangsaan, Keca ALOKAS Tra adaptif umum POLITI
Bela Negara, mata 1 UMUM nsformasi dan di K
Karakter n, Pelayanan kolaboratif | Kabupat
Bangsa, Semu Publik 5. Peningka | en
Pembauran a tan Kebume
Kebangsaan, Kel/D kondusi n
Bineka Tunggal esa vitas
Ika dan Sejarah wilayah
Kebangsaan dan
yang Disusun ketahanan
bencana
3 8.01.03] PROGRAM Capaian - 69,38% | 69,38% | 2.276.681.000,00 | 2.276.681.000,00 (4.236.436.700,(1.959.755.700, - 2.437.200.0
PENINGKATAN Partisipasi 00 00 00,00
PERAN PARTAI Masyarakat/P
POLITIK DAN enduduk
LEMBAGA dalam Proses
PENDIDIKAN Pemilihan
MELALUI Umum
PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK
8.01.03| Perumusan Jumlah Kegiatan - 4 4 2.276.681.000,00 2.276.681.000,00 [4.236.436.700,0|1.959.755.700,0) Memperku | 4. Masyara | - 2.437.200.0 | BADAN
.2.01 Kebijakan Teknisdan | Pendidikan Kegiatan | Kegiatan 0 0 at Perbaikan kat di 00,00 | KESAT
Pemantapan Politik,Etika Stabilitas tata kelola Kabupat UAN
Pelaksanaan Bidang Budaya Politik, Polhukhan | pemerinta en BANGS
Pendidikan Politik, Peningkatan kam Dan han yang Kebume A DAN
Etika Budaya Politik, | Demokrasi, Tra adaptif n POLITI
Peningkatan Fasilitasi nsformasi dan K
Demokrasi, Fasilitasi | Kelembagaan Pelayanan kolaboratif
Kelembagaan Pemerintahan, Publik 5. Peningka
Pemerintahan, Perwakilan dan tan
Perwakilan dan Partai Politik, kondusi
Partai Politik, Pemilihan vitas
Pemilihan Umum/ Pemilihan wilayah
Umum/Pemilihan Umum Kepala dan
Umum Kepala Daerah, serta ketahanan
Daerah, serta Pemantauan bencana
Pemantauan Situasi Situasi Politik
Politik
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PRAKIRAAN
URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN RRSARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD o2 TAHUN 2024 oS BERKURANG |LOKASI| .o/ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8.01.03| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
.2.01.0
003
Jumlah Orang 100 100 2.276.681.000,00 2.276.681.000,00 | 4.236.436.70 | 1.959.755.70 | - Kab. | DANA Memperku | 4. Masyara 2.437.200.0 | BADAN
yang Mengikuti Orang Orang 0,00 0,00 Kebu TRANSF at Perbaikan kat di 00,00 | KESAT
Pelaksanaan men, ER Stabilitas tata kelola Kabupat UAN
Kebijakan di Semu | UMUM- Polhukhan | pemerinta en BANGS
Bidang a DANA kam Dan han yang Kebume A DAN
Pendidikan Politik, Keca ALOKAS Tra adaptif n POLITI
Etika Budaya mata 1 UMUM nsformasi dan K
Politik, n, Pelayanan kolaboratif
Peningkatan Semu Publik 5. Peningka
Demokrasi, a tan
Fasilitasi Kel/D kondusi
Kelembagaan esa vitas
Pemerintahan, wilayah
Perwakilan dan dan
Partai Politik, ketahanan
Pemilihan bencana
Umum/ Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
4 8.01.04] PROGRAM Cakupan Program | - 100 % 100 % 68.408.000,00 68.408.000,00 [49.974.400,00 |-18.433.600,00 - 92.300.000,
PEMBERDAYA Pemberdayaan dan 00
AN DAN Pengawasan
PENGAWASAN Organisasi
ORGANISASI Kemasyarakatan
KEMASYARAK
ATAN
8.01.04| Perumusan Jumlah Kegiatan - 2 2 68.408.000,00 68.408.000,00 [49.974.400,00 |-18.433.600,00 Memperku | 4. Ormas - 92.300.000, | BADAN
.2.01 Kebijakan Teknisdan | Perumusan Kegiatan | Kegiatan at Perbaikan di 00 | KESAT
Pemantapan Kebijakan Teknis Stabilitas tata kelola Kabupat UAN
Pelaksanaan Bidang Dan Pemantapan Polhukhan | pemerinta en BANGS
Pemberdayaan dan Pelaksanaan kam Dan han yang Kebume A DAN
Pengawasan Bidang Tra adaptif n POLITI
Organisasi Pemberdayaan nsformasi dan K
Kemasyarakatan Dan Pengawasan Pelayanan kolaboratif
Organisasi Publik 5. Peningka
Kemasyarakatan tan
kondusi
vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.04| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
.2.01.0
003
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI BRI OMBEOKS RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / | TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN PASARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB EERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS TARGET| Pacu | GUNG
B0 [[KOBE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD PR TAHUN 2024 So5E BERKURANG |LOKASI| =~ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah 150 150 56.990.000,00 56.990.000,00 | 39.586.200,0 | - - Kab. | DANA Memperku | 4. Ormas 77.300.000, | BADAN
Orang yang Orang Orang 0 17.403.800,0 | Kebu TRANSF at Perbaikan di 00 | KESAT
Mengikuti 0 men, ER Stabilitas tata kelola Kabupat UAN
Pelaksanaan Semu | UMUM- Polhukhan | pemerinta en BANGS
Kebijakan di a DANA kam Dan han yang Kebume A DAN
Bidang Keca ALOKAS | Tra adaptif n POLITI
Pendaftaran mata 1 UMUM nsformasi dan K
Ormas, n, Pelayanan kolaboratif
Pemberdaya Semu Publik 5. Peningka
an Ormas, a tan
Evaluasi dan Kel/D kondusi
Mediasi esa vitas
Sengketa wilayah
Ormas, dan
Pengawasan ketahanan
Ormas dan bencana
Ormas Asing
di Daerah
8.01.04| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
.2.01.0
004
Jumlah Orang 36 Orang| 36 Orang 11.418.000,00 11.418.000,00 | 10.388.200,0 | - - Kab. DANA Memperku 4. Ormas 15.000.000, | BADAN
yang Mengikuti 0 1.029.800,00 | Kebu TRANSF at Perbaikan di 00 | KESAT
Koordinasi di men, ER Stabilitas tata kelola Kabupat UAN
Bidang Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta en BANGS
Pendaftaran a DANA kam Dan han yang Kebume A DAN
Ormas, Keca ALOKAS Tra adaptif n POLITI
Pemberdayaan mata 1 UMUM nsformasi dan K
Ormas, Evaluasi n, Pelayanan kolaboratif
dan Mediasi Semu Publik 5. Peningka
Sengketa Ormas, a tan
Pengawasan Kel/D kondusi
Ormas dan esa vitas
Ormas Asing di wilayah
Daerah dan
ketahanan
bencana
5 8.01.05] PROGRAM Rasio Elemen - 99,14 99,14 149.538.000,00 149.538.000,00 (647.921.400,0 (498.383.400,00 - 631.000.00
PEMBINAANDAN Masyarakatyang jumlah jumlah 0 0,00
PENGEMBANGA Mendapatkan per per
N KETAHANAN Pembinaan 100.00 100.00
EKONOMI, Wawasan 0 0
SOSIAL, DAN Kebangsaan pendud pendud
BUDAYA uk uk

80




PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN RRSARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OED 2023 TAHUN 2024 2025 BERKURANG | LOKAST| “paNa F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
8.01.05| Perumusan Jumlah Lokasi - 5 lokasi 5 lokasi 149.538.000,00 149.538.000,00 [647.921.400,00 [498.383.400,00 Memperku 4. Masyara | - 631.000.00 | BADAN
.2.01 Kebijakan Teknisdan | Kegiatan at Perbaikan kat di 0,00 | KESAT
Pemantapan Perumusan Stabilitas tata kelola Kabupat UAN
Pelaksanaan Bidang | Kebijakan Teknis Polhukhan | pemerinta en BANGS
Ketahanan Ekonomi, | Dan Pemantapan kam Dan han yang Kebume A DAN
Sosial dan Budaya Pelaksanaan Tra adaptif n POLITI
Bidang Ketahanan nsformasi dan K
Ekonomi, Sosial Pelayanan kolaboratif
Dan Budaya Publik 5. Peningka
tan
kondusi
vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.05| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
.2.01.0
003
Jumlah Orang 200 200 63.653.000,00 63.653.000,00 | 579.746.100, | 516.093.100, | - Kab. | DANA Memperku | 4. Masyara 275.000.000 | BADAN
yang Mengikuti Orang Orang 00 00 Kebu TRANSF at Perbaikan kat di ,00 | KESAT
Pelaksanaan men, ER Stabilitas tata kelola Kabupat UAN
Kebijakan di Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta en BANGS
Bidang Ketahanan a DANA kam Dan han yang Kebume A DAN
Ekonomi, Sosial, Keca ALOKAS Tra adaptif n POLITI
Budaya dan mata 1 UMUM nsformasi dan K
Fasilitasi n, Pelayanan kolaboratif
Pencegahan Semu Publik 5. Peningka
Penyalagunaan a tan
Narkotika, Kel/D kondusi
Fasilitasi esa vitas
Kerukunan Umat wilayah
Beragama dan dan
Penghayat ketahanan
Kepercayaandi bencana
Daerah
8.01.05| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
.2.01.0
004
Jumlah Orang 175 175 85.885.000,00 85.885.000,00 | 68.175.300,0 - - Kab. DANA Memperku 4. Masyara 356.000.000 | BADAN
yang Mengikuti Orang Orang 0 17.709.700,0 | Kebu TRANSF at Perbaikan kat di ,00 | KESATUA]
Koordinasi di 0 men, ER Stabilitas tata kelola Kabupat N
Bidang Ketahanan Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta en BANGSA
Ekonomi,Sosial, a DANA kam Dan han yang Kebume DAN
Budaya dan Keca ALOKAS | Tra adaptif n POLITIK
Fasilitasi mata 1 UMUM nsformasi dan
Pencegahan n, Pelayanan kolaboratif
Penyalagunaan Semu Publik 5. Peningka
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI BRI OMBEOKS RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / | TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN PASARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB EERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS TARGET| Pacu | GUNG
B0 [[KOBE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD 055 TAHUN 2024 So5E BERKURANG |LOKASI| =~ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Narkotika, a tan
Fasilitasi Kel/D kondusi
Kerukunan Umat esa vitas
Beragama dan wilayah
Penghayat dan
Kepercayaandi ketahanan
Daerah bencana
6 8.01.06] PROGRAM Persentase - 75 % 75 % 1.282.840.000,00 | 1.239.078.000,00 (1.406.701.100,/123.861.100,0 - 3.124.960.0
PENINGKATAN Penanganan 00 0 00,00
KEWASPADAAN Konflik Berlatar
NASIONAL DAN BelakangSARA,
PENINGKATAN Ideologi, Politik,
KUALITASDAN Radikal dan
FASILITASI Sumber Daya
PENANGANAN Ekonomi
KONFLIK SOSIAL
8.01.06] Perumusan Jumlah Dokumen - 5 5 1.282.840.000,00 | 1.239.078.000,00 |1.406.701.100,|123.861.100,00 Memperku | 4. Masyara | - 3.124.960.0 | BADAN
.2.01 Kebijakan Teknisdan | kegiatan dokumen | dokumen 00 at Perbaikan kat di 00,00 | KESAT
Pelaksanaan Perumusan Stabilitas tata kelola Kabupat UAN
Pemantapan Kebijakan Teknis Polhukhan | pemerinta en BANGS
Kewaspadaan dan Pelaksanaan kam Dan han yang Kebume A DAN
Nasional dan Pemantapan Tra adaptif n POLITI
Penanganan Konflik Kewaspadaan nsformasi dan K
Sosial Nasional dan Pelayanan kolaboratif
Penanganan Publik 5. Peningka
Konflik Sosial tan
kondusi
vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
8.01.06] Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
.2.01.0
001
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PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN RRSARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD PR TAHUN 2024 So5E BERKURANG |LOKASI| .o/ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Dokumen 4 4 89.738.000,00 89.738.000,00 | 71.919.300,0 - - Kab. DANA Memperku 4. Masyara 197.960.000 | BADAN
Program Kerja di Dokumen| Dokumen 0 17.818.700,0 | Kebu TRANSF at Perbaikan kat di ,00 | KESAT
Bidang 0 men, ER Stabilitas tata kelola Kabupat UAN
Kewaspadaan Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta en BANGS
Dini, Kerja Sama a DANA kam Dan han yang Kebume A DAN
Intelijen, Keca ALOKAS Tra adaptif n POLITI
Pemantauan mata 1 UMUM nsformasi dan K
Orang Asing, n, Pelayanan kolaboratif
Tenaga Kerja Semu Publik 5. Peningka
Asing dan a tan
Lembaga Asing, Kel/D kondusi
Kewaspadaan esa vitas
Perbatasan antar wilayah
Negara, Fasilitasi dan
Kelembagaan ketahanan
Bidang bencana
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di Daerah
yang Disusun
8.01.06| Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
.2.01.0
002
Jumlah 5 5 52.073.000,00 52.073.000,00 | 42.389.200,0 | - - Kab. | DANA Memperku | 4. Masyara 315.000.000 | BADAN
Kebijakan di Dokumen| Dokumen 0 9.683.800,00 Kebu TRANSF at Perbaikan kat di ,00 | KESAT
Bidang men, ER Stabilitas tata kelola Kabupat UAN
Kewaspadaan Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta en BANGS
Dini, Kerja Sama a DANA kam Dan han yang Kebume A DAN
Intelijen, Keca ALOKAS Tra adaptif n POLITI
Pemantauan mata 1 UMUM nsformasi dan K
Orang Asing, n, Pelayanan kolaboratif
Tenaga Kerja Semu Publik 5. Peningka
Asing dan a tan
Lembaga Asing, Kel/D kondusi
Kewaspadaan esa vitas
Perbatasan antar wilayah
Negara, Fasilitasi dan
Kelembagaan ketahanan
Bidang bencana
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di Daerah
yang Disusun
8.01.06| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
.2.01.0
003

83




PRAKIRAAN

URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI BRI OMBEOKS RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / | TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN PASARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB EERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS TARGET| Pacu | GUNG
B0 [[KOBE SUB KEGIATAN  (RENSTRA tagun | RENJAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN OPD PR TAHUN 2024 oS BERKURANG |LOKASI| .o/ F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Orang 540 540 216.696.000,00 216.696.000,00 | 164.417.300, | - - Kab. | DANA Memperku | 4. Masyara 518.000.000 | BADAN
yang Mengikuti Orang Orang 00 52.278.700,0 | Kebu TRANSF at Perbaikan kat di ,00 | KESAT
pelaksanaan 0 men, ER Stabilitas tata kelola Kabupat UAN
Kebijakan di Semu | UMUM- Polhukhan | pemerinta en BANGS
Bidang a DANA kam Dan han yang Kebume A DAN
Kewaspadaan Keca ALOKAS | Tra adaptif n POLITI
Dini, Kerja Sama mata 1 UMUM nsformasi dan K
Intelijen, n, Pelayanan kolaboratif
Pemantauan Semu Publik 5. Peningka
Orang Asing, a tan
Tenaga Kerja Kel/D kondusi
Asing dan esa vitas
Lembaga Asing, wilayah
Kewaspadaan dan
Perbatasan antar ketahanan
Negara, Fasilitasi bencana
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di Daerah
8.01.06] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
.2.01.0
004
Jumlah Orang 390 390 118.729.000,00 118.729.000,00 | 572.075.500, | 453.346.500, | - Kab. [ DANA Memperku | 4. Masyara 490.000.000 BADAN
yang Mengikuti Orang Orang 00 00 Kebu TRANSF at Perbaikan kat di ,00 KESATU
Koordinasi di men, ER Stabilitas tata kelola Kabupat AN
Bidang Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta en BANGSA
Kewaspadaan a DANA kam Dan han yang Kebume DAN
Dini,Kerja Sama Keca ALOKAS Tra adaptif n POLITIK
Intelijen, mata 1 UMUM nsformasi dan
Pemantauan n, Pelayanan kolaboratif
Orang Asing, Semu Publik 5. Peningka
Tenaga Kerja a tan
Asing dan Kel/D kondusi
Lembaga Asing, esa vitas
Kewaspadaan wilayah
Perbatasan dan
antar Negara, ketahanan
Fasilitasi bencana
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di
Daerah
8.01.06] Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
.2.01.0| Konflik di Daerah
005
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PRAKIRAAN
URUSAN / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN MAJU PERANG
BIDANG INDIKATOR REALISASI [KELOMEOK RENCANA KAT
URUSAN / PROGRAM / TARGET CAPAIAN | PRAKIRAAN RRSARAN TAHUN 2026 DAERAH
PROGRAM / KEGIATAN / AKHIR RENJA CAPAIAN PENANG
KEGIATAN / SUB PERIODE OPD TARGET TARGET 2025 RKPD PRIORITAS  ARGET PAGU | GUNG
DO |[KODE SUB KEGIATAN | RENSTRA TAHUN | SEOIAOPD RKPD 2025 APBD 2025 PERUBAHAN | BERTAMBAH/ SUMBER INDIKATI| JAWAB
KEGIATAN 2023 2025 BERKURANG | LOKAST| “paNa F (Rp)
SEBELUM | SESUDAH NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Jumlah Laporan 1 1 5.604.000,00 5.604.000,00 | 4.658.800,00 | -945.200,00 - Kab. | DANA Memperku | 4. Masyara 41.000.000, BADA
Hasil Monitoring, Laporan | Laporan Kebu TRANSF | at Perbaikan kat di 00 N
Evaluasi dan men, ER Stabilitas tata kelola Kabupat KESA
Pelaporan di Semu | UMUM- Polhukhan | pemerinta en TUAN
Bidang a DANA kam Dan han yang Kebume BANG
Kewaspadaan Keca ALOKAS | Tra adaptif n SA
Dini, Kerja Sama mata 1 UMUM nsformasi dan DAN
Intelijen, n, Pelayanan kolaboratif POLITI
Pemantauan Semu Publik 5. Peningka K
Orang Asing, a tan
Tenaga Kerja Kel/D kondusi
Asing dan esa vitas
Lembaga Asing, wilayah
Kewaspadaan dan
Perbatasan antar ketahanan
Negara, Fasilitasi bencana
Kelembagaan
Bidang
Kewaspadaan,
serta
Penanganan
Konflik di Daerah
8.01.06| Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
.2.01.0
006
Jumlah Dokumen 4 4 800.000.000,00 756.238.000,00 | 551.241.000, | - - Kab. | DANA Memperku | 4. Masyara 1.563.000.0 BADA
Hasil Dokumen| Dokumen 00 248.759.000, Kebu TRANSF at Perbaikan kat di 00,00 N
Pelaksanaan 00 men, ER Stabilitas tata kelola Kabupat KESA
Forum Koordinasi Semu UMUM- Polhukhan | pemerinta en TUAN
Pimpinan Daerah a DANA kam Dan han yang Kebume BANG
Kabupaten/ Kota Keca ALOKAS Tra adaptif n SA
mata 1 UMUM nsformasi dan DAN
n, Pelayanan kolaboratif POLITI
Semu Publik 5. Peningka K
a tan
Kel/D kondusi
esa vitas
wilayah
dan
ketahanan
bencana
JUMLAH 8.018.707.985,00 8.583.017.000,00 [10.998.107.31 |2.979.399.325, 10.763.055.
10,00 00 985,00
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BAB V
PENUTUP

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Dokumen
Renja Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode 1 tahun. Sasaran
program dan kegiatan pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam
dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap
capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun
sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan
kebijakan nasional, provinsi dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman
operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan
fungsi, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran
pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan :

. Persiapan Penyusunan;

. Penyusunan Rancangan Awal,

. Penyusunan Rancangan;

. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

. Perumusan Rancangan Akhir; dan

S o1 A W N

. Penetapan.
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Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 digunakan
sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen

Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025,

Kebumen, 26 Juni 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KEBUMEN

h——l—J
WIDIATMOKO, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda
NIP, 196811281996031006
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SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025
BUPATI KEBUMEN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman
perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen, telah dilakukan perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20
Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 188);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kebumen
Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 211);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 170);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 182);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun
2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2025.

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun
Anggaran 2025.

(2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten
Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten
Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan
perubahan kebijakan Pemerintah.



Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEBUMEN,
ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAT.A RAGIAN HUKUM

SEKRE’ JPATEN KEBUMEN,

\, S.H.
1
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PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan
penyusunan dekumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk
periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di
dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan
dengan  sasaran yang tercantum dalam = dokumen = Renstra
Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian
sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025
disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan,
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya,
serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen
ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen untuk
mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
dengan tahapan:

Persiapan Penyusunan;
Penyusunan Rancangan Awal;
Penyusunan Rancangan;
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
Perumusan Rancangan Akhir; dan
Penetapan. _

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025
digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.
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